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ABSTRAK

Nama . RINA R. NOVIANTI
Program Studi :  Kenotariatan
Judul . Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan
Perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap Proses
Perceraian Pegawal Negeri Sipil (Analisisterhadap
Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor
341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk.)

Tesis ini membahas tentang Bagaimana Prosedur dan Tata Cara Perceraian bagi
Pegawal Negeri sipil dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
No0.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawali Negeri Sipil,
bentuk penelitian dalam tesis ini merupakan Y uridis Normatif. dalam melakukan
penelitian penulis menganalisa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor
341/Pdt.G/2009/PA.DPK. Tesis ini memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan
analisa putusan pengadilan bahwa prosedur pel aksanaannya sudah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan perceraian
Pegawai Negeri Sipil Saran penulis di dalam penulisan ini adalah dalam rangka
menciptakan aparatur pemerintah yang disiplin serta tertib administrasi untuk
terwujudnya pemerintahan yang balk, diperlukan aparatur negara yang taat
terhadap ketentuan perundang-undangan.

Katakunci:
Izin Perceraian, Pegawai Negeri Sipil.
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ABSTRACT

Name :  RINA R.NOVIANTI
Study Program . Notary
Title . Implementation of Government Regulation

Number 45 Year 1990 on Amendment of
Government Regulation Number 10 of 1983 on
Marriage and Divorce permit the Civil Service of
Civil Process Divorce (Analysis of Depok
Religious Court Decison No. 341/Pdt.G /
2009/P.A.Dpk.)

This thesis discusses about How Divorce Procedures and Procedures for Civil
Servants and whether the implementation is in accordance with Government
Regulation Number 45 Year 1990 regarding Amendment to Government
Regulation No.10 of 1983 on Marriage and Divorce permit Civil Servants, form
of research in thisthesisis a Juridica Normative. in conducting the study authors
analyzed the Religious Court Decision No. 341/Pdt.G/2009/PA.DPK Depok. This
thesis gives the conclusion that based on the anaysis of court decisions that
implementation procedures are in accordance with the provisions of Government
Regulation Number 45 Year 1990 regarding Amendment to Government
Regulation No.10 of 1983 concerning marriage and divorce licenses Civil Service
Advice writer in this writing is in order to create government apparatus and the
orderly administration of discipline for the realization of good governance, the
state apparatus is required to obey the statutory provisions.

Key words:
Consent Divorce, Civil Servants.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan mungkin salah satu praktek kebudayaang yaaling
mengundang upaya perumusan dari berbagai kalargam dsuatu masyarakat.
Kegiatan yang dibayangkan, bahkan dipercayai, sebagrwujudan ideal
hubungan cinta antara dua individu belaka telahjaderurusan banyak orang
atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga basatitusi agama sampai negara.
Namun, pandangan pribadi ini pada saatnya akarartgkas oleh batas-batas
yang ditetapkan keluarga, masyarakat, maupun aggama dan hukum negara
sehingga niat tulus menjalin ikatan hati, membangadirian masing-masing
dalam ruang bersama, tak pelak lagi tersendat,satanogkali terkalahkan. Kamus
pun sebagai buku acuan publik yang paling sedertandepas dari kepungan
wacana dominan, sambil berusaha memberi tempat padagam praktek
perkawinan yang terjadi dalam kehidupan sehari-amus Bahasa Indonesia
Kontemporer, misalnya, mencantumkan 3 padanan katak "kawin", yaitu
"menikah, bersetubuh (dalam ragam cakapan), benkeléuntuk hewan)", yang
diikuti dengan deretan istilah kawin, mulai dariai%n acak" sampai "kawin
suntik”. Dalam kamus bahasa Inggris "marriage” Kgernan) ditegaskan
sebagai: "the union of a man and woman by a cergmoraw" (persatuan
seorang laki-laki dan perempuan melalui sebuaharpamenurut hukum) Tugas
ini kemudian dilembagakan melalui peresmian hubnrgki-laki dan perempuan
oleh institusi agama dan negara untuk mendirikdnakga. Lebih jauh lagi, demi
keteraturan sistem pewarisan dan keamanan kekdyglaarga menurut garis
ayah dari generasi ke generasi, makna keluargag@uakin dipersempit menjadi

'Sumberhttp://id.shvoong.com/books/1692841-definisi-perikan/#ixzz1ZgiJKAls
diakses pada tanggal 02-11-2011.
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pembentukan keluarga batih dengan laki-laki sebaganimpinnya. Gagasan
dominan tentang perkawinan dan keluarga ini kemmudreelahirkan kaidah-
kaidah keramat yang mencegah orang punya bayarmgantdntang bentuk
perhubungan akrab antar manusia. Di satu sisigpénian dianggap sebagai satu
tahapan manusia yang melambangkan kedewasaan damakan. Di lain sisi,
tugas-tugas yang dibebankan ke lembaga ini seiingl@mikian menjerat
sehingga mengancam kewarasan dan kedewasaan uithdigidu yang terlibat
di dalamnya. Lebih jauh lagi, tumbuh di tengah naaalat yang mengunggulkan
laki-laki sebagai pemimpin kehidupan, kaidah-kaigeinkawinan secara khusus
dipakai untuk mengendalikan gerak perempuan.

Perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nadahun 1974
tentang Perkawinan ialah perkawinan yang menujua paeimbentukan suatu
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal lmidas ketuhanan Yang
Maha Esa. Dalam bahasa umum lazim dinamakan meolbémtiuarga yang
sakinah mawadah warahmah, penuh dengan kedamaranimpahan kasih
sayang. Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yasgclannya perlu
dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupum Berkawinan bertujuan
untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera ldd@l selamanya.
Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapak dianh mental karena
menikah/kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapaentukan jalan hidup
seseorang. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurukurh
perkawinan masing-masing agama dan kepercayaam teecaitat oleh lembaga
yang berwenang menurut perundang-undangan yarekberl

Asas-asas atau Prinsip-prinsip yang terkandungnddlmdang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah sebagkut®:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yahgda dan kekal.
Untuk itu suami isteri perlu saling membantu danlemgkapi, agar
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannyabardu dan

mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

2 Wahyono Darmabrata, Surini Ahlan SjarifHukum Perkawinan dan Keluarga di
Indonesia (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Uniteesdndonesia, 2004) hal. 9.

% SudarsonoHukum Perkawinan NasionalJakarta : Rineka Cipta, 2010), hal. 7.
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b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan raenloukum
agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap peraawiarus di catat,
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Menganut azas monogami (hanya dapat mempunyai @maiug istri
dalam suatu pernikahan);

d. Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganyduku dapat
melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mekarjudujuan
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada peareman mendapat
keturunan yang baik dan sehat;

e. Mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungaimkperceraian,
harus ada alasan-alasan tertentu serta harus khlakidi depan sidang
pengadilan;

f.Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengandaakkedudukan
suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupunmdalkergaulan
masyarakat, sehingga dengan demikian segala sedakton keluarga
dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh isgteri*.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahgsmg kekal, jelas
dari tujuan ini terdapat azas equilibrium antarengeral dan kerohanian. Ini
memang sesuai dengan dasar falsafah Pancasila rsitanurni kepribadian
bangsa indonesia serta memenuhi hikmah yang temkgndalam arti sakinah,
yaitu rumah tangga bahagia rukun sejahtera duisedk

Membentuk keluarga yang diawali dengan perkawinaerupakan
keinginan yang normal pada setiap manusia, karer&awinan merupakan
mekanisme survival (cara mempertahankan kelangsungan hidup). Melalui
perkawinan akan diperoleh keturunan yang kemudianjadi manusia-manusia
baru yang akan mempertahankan kehadiran manusiarda dan akan hidup
dalam kelompok-kelompok masyarakat. Perkawinan jugak membentuk suatu

* Dikutip dari makalah yang disampaiakan oleh H. Até&usnandar Adisaputra (Kepala
Bidang Kesejahteraan Dan Disiplin, Badan Kepegaw&laerah Provinsi Jawa Barat ) dalam
seminar sehari tentany kepatuhan terhadap keberlakuan peraturan Izin lavinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri SipilBandung : Tahun 2009

®> M. Yahya HarahapHukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor Buhal975, CV Zahir Trading Co.
Medan : 1975), hal. 7.
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rumah tangga dimana keluarga dalam rumah tanggs tefaksana secara damai
dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa Eagdng antara suami istri.

Dalam perkawinan yang sah, dapat diharapkan menebeketurunan yang
sah dalam rumah tangga sehingga kelangsungan Hddlgmn keluarga dan
keturunannya dapat berlangsung terus secara jetadersih. Dengan terjadinya
perkawinan maka timbulah sebuah keluarga yang rakeupinti dari pada hidup
bermasyarakat, sehingga diharapkan timbulnya sedtidupan masyarakat yang
teratur dan berada dalam suasana damai, agar tigklseratu rumah tangga dalam
suasana kehidupan yang aman dan tenteram diperla#tanya perlindungan
hukum. Sebagai upaya memberikan perlindungan hukaka pada tanggal 2
Januari 1974 diundangkannya suatu Undang-Urfdayajtu Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berksdeara efektif pada
tanggal 1 Oktober 1975, ditandai dengan keluarrgratBran Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undiasang Nomor 1 Tahun
1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawse@iagai produk
nasional yang merupakan kebanggaan bangsa Indpkaesg®a Undang-Undang
ini diciptakan untuk mewujudkan cita-cita luhur gadikandung oleh Undang-
Undang Dasar 1945, yaitu kesatuan dan persatuags®aBerbagai ketentuan
yang mengatur mengenai hukum perkawinan sebelunakb@ya Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974, berdasarkan pada Kitabakmddndang Hukum
Perdata, Hukum Adat, Ordonansi Kristen IndoneStaatblad1893 Nomor 74,
Peraturan Perkawinan CampuraRe@eling op de Gemengde Huweliken
Staatblad1939 Nomor 8, serta peraturan-peraturan lain yaeggaturnya.

Perkawinan menurut Agama Islam bukanlah sekedar dapatkan
keturunan, tetapi juga menghasilkan keturunan ybaagk, jadi perkawinan
bukanlah sekedar sebagai ritus (upacara agamak umémgesahkan hubungan
seksual antara dua jenis manusia, akan tetapi \peEr&a juga bagian dari
keinginan manusia untuk membentuk magligai rumagda yang mawaddah dan

rahmah serta mempertahankan martabat manusiantiirise

® Soemiyati,Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawir{Xogyakarta :
Liberty,1982), hal. 103.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawiRasal 1
menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawitan ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaii $stri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia ld&al berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa&elangsungan hidup suatu perkawinan ditentukan
oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang meundgkadalah keberhasilan
mencapai tujuan perkawinan. Akan tetapi, tidak senperkawinan berhasil
mencapai tujuannya, hal ini disebabkan oleh bangmknasalah yang muncul,
sehingga dalam kehidupan perkawinan terkadang dieatidakharmonisan
suami istri, saling menyalahkan, saling egoismeu mmeencari menang sendiri,
bahkan saling menyakiti secara fisik, sehingga Wear rumah tangga terancam
runtuh dan sulit untuk dipertahankan, keadaan ygemikianlah yang akhirnya
dapat berakibat putusnya suatu hubungan perkawjaag telah dijalin sekian
lama.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangd®enan juga
telah ditegaskan bahwa putusnya perkawinan dis@pableh tiga faktor yaitu,
kematian, perceraian, dan karena putusan hakingamexemikian perceraian
merupakan salah satu faktor penyebab putusnyapie.

Mengenai putusnya perkawinan karena perceraiars lthlakukan didepan
Pengadilan, karena ini merupakan langkah yang tepaitk mencapai adanya
kepastian hukum mengenai status seseorang itu rdatam status perkawinan
atau tidak. Selama proses sidang perceraian @jaadan, hakim berkewajiban
untuk menawarkan mediasi, dimana hakim dapat mekusgseorang yang
berkompeten menjadi mediator atau perantara untelkdamaikan kedua belah
pihak yang akan melakukan perceraian. Jika padikgmhaan mediasi ini kedua
belah pihak tidak menemukan titik temu untuk dapamperbaiki keadaan, maka
mediator akan melaporkan kepada hakim tentang keat&sebut, dan proses
persidangan akan dilanjutkan hingga hakim menjatohgutusan akhir yang

berkekuatan hukum tetamkrach), akan tetapi jika pada proses mediasi tersebut

" Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undamdang Nomor 1 Tahun
1974. LN No. 1Tahun 1974, TLN No. 3019.

8 |bid., Pasal 38.
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para pihak mendapatkan titik temu atau dengan leadapat kembali rujuk
(tidak terjadi perceraian), maka hakim akan mehjedn putusan sela yang isinya
proses persidangan telah selesai karena terjadapeian pada proses mediasi
tersebut, sehingga proses persidangan tidak dikamju

Terjadinya perceraian ini akan menimbulkan akibaitum, baik terhadap
suami ataupun istri yang ditinggalkan, anak maujgunadap harta benda dalam
perkawinan. Dari akibat hukum tersebut, maka yangring menjadi
persengketaan bagi para pihak adalah mengenai ban@da dalam perkawinan
yang berwujud harta bersama, dan hak asuh atas yarak dilahirkan dari
perkawinan mereka.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1nT&Bd4 tentang
Perkawinan, khususnya untuk kelompok warga negatankesia yang berstatus
Pegawai Negeri Sipil, oleh pemerintah pada tandg?fal April 1983 telah
diterbitkan suatu peraturan yaitu Peraturan PeradrilNomor 10 Tahun 1983
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai mMN&gal yang selanjutnya
dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tah@0.1@alam konsideransnya
disebutkan bahwa, Pegawai Negeri Sipil wajib membarcontoh yang baik bagi
bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negarg baik dalam
masyarakat termasuk dalam menyelenggarakan kehickgdaargd Selanjutnya
dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah terselmébutkan bahwa,
Pegawai Negeri Sipil adalah Unsur Aparatur Negadadi Negara dan Abdi
Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baikrbagyarakat dalam tingkah
laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan pangrdndangan yang berlaku
untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Untuk dapgéksanakan kewajiban
yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negquil 8alam melaksanakan
tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masatsialah keluarga.

Ketidakharmonisan kehidupan keluarga yang terusenusnbagi seorang
Pegawai Negeri Sipil akan sangat menganggu tugmstkedinasannya, oleh
karena itu perceraian adalah hal yang mungkin dkdak untuk mengatasi

ketidakharmonisan tersebut. Namun disisi lain Pegavegeri Sipil juga terikat

® Wantjik Saleh, SHHukum Perkawinan Indonesi&akarta: Ghalia Indonesia,1980) ,
hal. 40-43
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oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 rignf@erubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentamg FRerkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tentunjak mudah bagi seorang
Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perceraian.

Selain itu Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanceraian wajib
memperoleh izin atau surat keterangan lebih datlatuPejabat, dan hal tersebut
harus diajukan secara tertulis serta dalam suramip@an izin atau
pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk metkda surat keterangan
harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasatinya

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah dapaeweti rambu-rambu
atau prosedur yang ada pada Peraturan Pemerimtabué ia dapat melakukan
perceraian. Bagaimana proses peradilannya dan rbagai pengaruhnya dari
perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap tugasnikedn, ini merupakan suatu
hal yang perlu diteliti, sehingga perceraian bu&hnlhal yang mudah
dilaksanakan sesuai dengan asas Undang-Undang Nbmahun 1974 tentang
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 TaB86 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983ngrizn Perkawinan dan
Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Izin perkawinan dan perceraian seorang PegawairN8gal telah di atur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangaRémin, Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanadaridg-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemeritahor 10 Tahun 1983
tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Peg&legieri Sipil, Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahas Pératuran Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan darcd?aian Bagi Pegawai
Negeri Sipil, Surat Edaran Kepala Badan Kepegawahegara Nomor
08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraszmn Begawai Negeri Sipil.

Ada anggapan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor ABnTE90 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 t4888 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipilhtela cabut. Anggapan
tersebut tidak benar dan keliru, bahwa Perkawinan Beraturan Pemerintah

1% |ndonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahufi &dttang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil, LN Nomor 74 Tahun 2010 , Pasal 3.
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Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Pera@@merintah Nomor 10
tahun 1983 tentang lIzin Perkawinan dan Perceraggawai Negeri Sipil, masih
tetap berlaku dan belum di cabut.

Sebagai gambaran selama tahun 2010, Badan Kepega®akerah Jawa
Barat telah mengeluarkan izin perkawinan dan paraerkepada Pegawai Negeri
Sipil 40 (empat puluh) orang Pegawai Negeri Sigmrintah Provinsi Jawa
Barat.

Untuk itu, sebagai salah satu upaya guna membenkawasan dan
pengetahuan sekaligus mengingatkan kembali tentaimg perkawinan dan
perceraian Pegawai Negeri Sipil dan efektivitasajpgan pemerintah tersebut
terhadap kasus kasus perkawinan dan perceraian tgmagli pada Pegawai
Negeri Sipil, karena dalam kenyataannya masih adag belum memahami
makna yang terkandung dalam, maka diuraikan daléisah di bawah ini

Atas dasar uraian di atas maka penulis menganthil glalam Tesis ini:

“Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahurl983 tentang izin
Perkawinan dan Perceraian Pegawali Negeri Sipil tedddap Proses
Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Analisis terhadapPutusan Pengadilan
Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk.)".

1.2. POKOK PERMASALAHAN
Dengan mengacu pada latar belakang masalah tediedtas, maka dalam
penelitian ini akan diteliti 2 (dua) permasalahabagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sw@hurut
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun Il@8fang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Ta®88 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai NegeriSipil

2. Bagaimanakah penerapan Peraturan Pemerintah NoBnofafiun
1990 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintafoMNb0 Tahun
1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Pegblegeri Sipil
bagi Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil digklimgan

pemerintah kota Depok?
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1.3. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian adalah Yuridis Normatif yaitu gdekatan atas norma
hukum tertulis, dalam penelitian ini yaitu Undadgdang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor dbum 1990 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 TAaB88 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri &pid dengan menganalisis
langsung implementasinya di lapangan berupa wawantangsung kepada
Pegawai Badan Kepegawaian Darah Kota Depok.

Tipe penelitian dari sudut sifatnya menggunakarkmigtsf analisis, yaitu
penelitian yang menekankan pada pemberian datktisetengkin tentang suatu
gejala dalam penelitian ini mengenai pelaksanaaqg pardasar pada hukum yang
berlaku di Indonesia, sehingga dapat membantu petwken suatu teori baru,
selain untuk memperkuat teori-teori lama. Dari sudlentuknya, tipe penelitian
ini adalah preskriptif yaitu ditujukan untuk mend#fan saran-saran mengenai
apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalaiata tertentu terutama
pasca pelaksanaan perceraian tersebut.

Jenis data yang digunakan adalah data Sekundgrbgsifat publik, yaitu
berupa norma hukum tertulis, dokumen-dokumen redan suatu instansi
pemerintah. penelitian ini dilakukan wawancara denghforman, yaitu orang
yang mengetahui secara praktikal dan konseptualgemen hal tertentu yang
terkait dengan penelitian, karena tugas atau jabgtadari lingkungan lembaga
dimaksud, serta narasumber yaitu orang yang memgidbagian tertentu dalam
hal penelitian ini yaitu Badan Kepegawaian DaeraittakDepok, untuk meneliti
proses pelaksanaan dan pelaksanaan prosedur {@mgditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian iniagd®ahan hukum
primer berupa peraturan perundang-undangan, pemefagngadilan, juga bahan
hukum sekunder yaitu buku-buku dan artikel.

Alat Pengumpulan Data yang digunakan adalah dengarggunakan studi
dokumen atau bahan pustaka, dan dengan menggutekkek wawancara secara

langsung kepada pelaksana Badan Kepegawaian D@eraérintah Kota Depok,

9
UNIVERSITAS INDONESIA

Penerapan peraturan..., Rina R.Novianti, FHUI, 2012



dan juga pada untuk menemukan data yang lebihriecpeserta menganalisis
perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Kota Depok.

Metode Analisis Data yang digunakan adalah Kud#litAnhalitis yaitu
menekankan pada aspek analisis subjektif penelitgdn menekankan pada data
yang diperoleh, dan juga pendekatan yang dilakyleareliti menekankan pada
peraturan perundang-undangan dan teoritis. Sefgigubentuk hasil penelitian
berupa penarikan kesimpulan menggunakan pola pemikpreskriptif yaitu
ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengersmiyapg harus dilakukan
untuk mencegah terjadinya perceraian diluar ketany@ang terjadi pada Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah ssl@agikut :

BAB 1 Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang akan gunaikan
mengenai latar belakang dan pokok permasalahan gkag dibahas
dalam tesis ini. Pada bab ini juga akan menjelasieata menguraikan
mengenai metode penelitian yang digunakan dalamligan tesis ini.

BAB 2 Pada bab ini penulis akan membahas secara tengtigenai pengertian,
tujuan, dasar hukum, serta akibat hukum dari spatkawinan. Penulis
juga akan memaparkan mengenai putusnya suatu hambypegkawinan
karena perceraian, pengertian perceraian, dasay wanjadi alasan
perceraian, akibat hukumnya, serta tata cara @earerbaik tata cara
yang lazim dilakukan oleh masyarakat umum atauplem &egawai
Negeri Sipil. Dalam bab ini penulis juga akan meargpn mengenai
izin perkawinan dan izin perceraian bagi PegawajehieSipil di Kota
Depok, terkait dengan adanya peraturan mengenaiakédl tersebut
yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil diusél Indonesia.
Penulis juga akan membahas mengenai prosedurasaoara perolehan
izin tersebut, kesesuaian antara prosedur baku pdaktiknya, serta
dampak dari terjadinya perceraian bagi Pegawai Ne&il di
lingkungan Pemerintah Daerah kota Depok.
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BAB 3

BAB 4

Pada bab ini penulis akan menganalisa PutusanaB#my Agama
Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.Dpk, apakah prosefdur tata cara
serta apakah penerapan peraturan pemerintah yakgithe tersebut
sudah secara efektif dalam pelaksanaannya.

Bab ini merupakan bagian dari kesimpulan penuligasis ini.
Kesimpulan yang akan dikemukaan penulis berdasddda yang ada
yang akan disajikan secara komprehensif, baik fglitey dikemukakan
dalam sumber data atau bahan-bahan yang digunaarigp maupun

fakta yang penulis dapatkan dari data lapangarn paselusuran penulis.
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BAB I

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI

SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN

1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 10 TAHUN 1983

2.1. Tinjauan Umum Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan
2.1.1Dasar Hukum Perkawinan

Manusia adalah subyek hukum, pendukung hak danjkeamadalam lalu
lintas hukum, sedangkan perkawinan adalah suatubdgen yang sangat
mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukueh Karena itu, negara
berusaha untuk mengatur perkawinan, dengan suaiarigaundang Nasioral
Mengenai Dasar hukum Perkawinan ini diatur dalanbh Bgang dimulai dari
Pasal | sampai dengan Pasal 5. Apabila diteliti Bahi dapat kita uraikan
pengaturan bidang hukum keluarga di Indonesia tbktaku hukum nasional,
dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tah974 tentang
Perkawinan yang dapat diharapkan terjadinya ursfikaikkum dibidang hukum
perkawinan atau hukum keluarga. Peraturan perundadgngan tersebut antara
lain adalah
1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan dinesia berlaku
berbagai macam peraturan perundang-undangan éaitara

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya, d&aku | yang

berjudul tentang Orang;

"Wahyono Darmabrata, Surini Ahlan Sjarfiukum Perkawinan dan Keluarga di
Indonesia (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Unitesdhdonesia, 2004) hal. 9

2 |pid., hal. 1.
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b. Peraturan Perkawinan CampuraGeMmengde Huwelijke Reglement
Staatblad 1898 Nomor 158

c. Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia atau HOGEuwelijke
Ordonantie Christen Indonesiers, Staatblad 1933 moni4) yang
merupakan peraturan perkawinan untuk mereka yaragama kristen.

Peraturan perundang-undangan tersebut sebelum ghtttadang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan, dibekkak berdasarkan Pasal Il
dan Pasal IV Peraturan Peralihan Undang-Undangr&g®.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomdiahun 1974
tentang Perkawinan, apabila kita memperhatikannket® Pasal 66 Undang-
Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetsetaka dapat ditafsirkan
bahwa Undang-Undang dan Peraturan peraturan yanggatng mengenali
perkawinan tersebut yaitu Kitab Undang-Undang HukBerdata, Ordonansi
Perkawinan Campuran dan Ordonansi Perkawinan Kristdonesia, sepanjang
belum atau tidak diatur di dalam Undang-Undang Nofindahun 1974 tentang
perkawinan tersebut, masih tetap bertaku

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawmanupakan
peraturan perkawinan yang diberlakukan bagi selwmahga negara Indonesia
yang diharapkan dapat menghapuskan pluralisme hyderkawinan menuju era
unifikasi hukum. Dengan demikian maka sasaran Ugdamdang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah dalam rangka upayavujelkan atau
mengusahakan terciptanya unifikasi hukum dibidangkum perkawinan

Indonesia.

2.  Sesudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawfhambaran
Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Téabd embaran
Negara Nomor 3019);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mendahtang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 @gmarkawinan

13 |bid., hal. 2.
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(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 NdrBpTambahan
Lembaran Negara Nomor 3050);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangPerkawinan
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lemb&tagara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 3250);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentamgb&ean atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangPerkawinan
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil (Lemb&tagara Republik
Indonesia tahun 1990 Nomor 61, Tambahan LembaragafddeTahun
1990 Nomor 3424).

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas akenpperaturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawataa hukum keluarga
di Indonesia, yang diberlakukan setelah diundangkan Undang-Undang
Perkawinan pada tahun 1974.

Dalam hal ini terdapat pula peraturan perundangangdn yang erat
kaitannya dengan hukum perkawinan, diantaranyaahdal

a. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Penaoatidtkah, Talak
dan Rujuk;

b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang penetbpdakunya
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencabditeah, Talak
dan Rujuk;

c. Kompilasi Hukum Islam. (berdasarkan keputusan BessiNomor 1
Tahun 1991, menginstruksikan Menteri Agama menyelskan
Kompilasi Hukum Islam. Melaksanakan Instruksi irendan sebaik-
baiknya dan dengan penuh tanggung jawab, dan KsgutiVenteri
Agama Nomor 154 tahun 1991 tentang PelaksanaarulsstPresiden
Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991).

J. Satrio, SH. dalam bukunya Asas-asas Hukum Rendahyatakan bahwa
Undang-Undang Perkawinan pada Hakekatnya beriginketn tentang hukum
keluarga, pendapat ini didasarkan pada kenyatadiwédaUndang-Undang
perkawinan tidak semata-mata mengatur mengenaiaparkn, tetapi juga

mengatur tentang akibat-akibat, perkawinan yangipsan hukum keluarga.
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3. Ketentuan atau Peraturan Lama setelah berlakunya Udang-Undang

Perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tgnRerkawinan,
maka dapat disimpulakan bahwa undang-undang medgkierterciptanya
unifikasi hukum dalam pengaturan perkawinan di imeloa, Pasal 66 Undang-
Undang Perkawinan dengan menyatakan tidak berlékara perkawinan lama
atau peraturan perkawinan sebelumnya, yang mendeamiadanya kebhinekaan,
sepanjang hal tersebut atau materinya telah diditudalam Undang-Undang
Perkawinan.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinag alum diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangaMénin di dalam Pasal
66 Undang-Undang Perkawinan menyatakan secara @asar menentukan
bahwa : untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubung@ngan
perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengerlakunya undang-
undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur di dal&itab Undang-Undang
Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi perkean Indonesia Kristen
(Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S. 1938mér 74), Peraturan
Perkawinan campuran(Regeling op de gemengde Hikerlp. 1898 Nomor 158)
dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentgrerkawinan sejauh telah
diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidaklaku*.

Berdasarkan Pasal tersebut, maka Undang-Undan@wedn membuka
penafsiran bahwa peraturan perundang-undangan vpeda lama pada
hakekatnya tidak dihapuskan secara keseluruhamatea peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada masa pemerintahan HBethada.

Peraturan Perkawinan yang dihapuskan hanya penatperundang-
undangan yang masalahnya telah diatur dalam Undaxdgng Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Sedangkan mengenai hgl lyalnm diatur di dalam
Undang-Undang perkawinan tersebut maka dapat idikafs masih diberlakukan
peraturan perundang-undangan yang lama. Hal ing y@mudian memberikan
gambaran bahwa Undang-Undang Perkawinan ternyaga joelum dapat
mewujudkan unifikasi secara utuh, dengan adanyahcgeénafsiran, yang dapat

 Ibid. hal 5
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diambil dari perumusan Pasal 66 Undang-Undang Remlaa. Pluralisme hukum
juga masih tercermin dalam Undang-Undang Nomor humal974 tentang
Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adallahika dilangsungkan
menurut hukum masing-masing agamanya dan keperuayadu.

Demikian kiranya dapat ditafsirkan antara tujuardéhg-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendakptanya unifikasi hukum
dalam bidang hukum perkawinan dengan hakekat peragatmaterinya dalam
Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, tarbgaim sepenuhnya dapat
terwujud atau masih terdapat pluralisme hukum diabg hukum perkawinan.

Bahwa unifikasi di bidang hukum perkawinan pada ekaknya telah
tercapai, sesuai dengan tujuan Undang-Undang Per&ayoleh karena itu yang
terjadi dalam hal perkawinan antara mereka yanddoer agama hanyalah
semata-mata mengenai faktor pilihan huktim

Menurut R. Subekti, SH. dan Prof. R. Sardjono, SiHdalam bukunya
menyatakan bahwa tujuan Undang-Undang Perkawinamlatad untuk
menciptakan unifikasi hukum artinya bahwa apabitatikan secara gramatikal
maka pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinantdaifskukan menurut
hukum masing-masing agama calon suami isteri yangabgkutan, perkawinan
dilangsungkan menurut dua agama yang dianut olé&m csuami isteri yang
bersangkutan, meskipun pelaksanaannya tidak senmeahfsirkannya.

Prof. Hazairin, SH dalam bukunya Tinjauan mengddadang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ndgpdadang
Perkawinan adalah hasil dari suatu usaha untuk iptakan hukum nasional,
yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga negadoriesia. la merupakan
legislative yang pertama yang memberikan gambarang ynyata tentang
kebenaran dasar azasi kejiwaan kebudayaan Bhinekggdl lka yang
dicantumkan dalam lambang negara Republik Indaneselain memenuhi
falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 194/, foerupakan unifikasi

yang unik dengan menghormati secara penuh adamysivdberdasarkan agama

> M. Yahya Harahapjukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-Undsogor
1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahufb18V Zahir Trading Co. Medan : 1975,
hal. 9.
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atau kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Elsan su pula unifikasi
tersebut bertujuan untuk melengkapi segala apa gatgr hukumnya di dalam
hukum agama atau kepercayaan, oleh karena itu andmgerhak mengaturnya
sesuai perkembangan masyarakat dan tuntutan zdmamelum berarti bahwa
Undang-Undang perkawinan itu telah sempurna, adagpat lain menyatakan
bahwa Undang-Undang perkawinan belum berhasil mp&i@an suatu unifikasi
dibidang hukum keluarga, atau dapat dikatakan |iune baru telah tercipta, dan
yang lebih peka karena terkait masalah yang berigdoudengan aspek hukum
agama dan kepercayaan, disamping adanya upaya metuknjuk ketentuan atau
peraturan perundangan lama, sepanjang materinyentzkatur di dalam Undang-
Undang Perkawinan.

Asas-asas yang penting yang terkandung didalam ngadadang
Perkawinan antara lain ial&h

a. Undang-Undang Perkawinan mendasarkan sahnya peawpada
hukum agama dan kepercayaan para pihak yang malagigmn
perkawinan;

b. Pada dasarnya dianut asas monogami, tetapi yarak trdenutup
kemungkinan orang untuk beristeri lebih dari segrgada saat yang
sama sebagai pengecualian;

c. Ada batas umur tertentu untuk menikabh;

d. Hubungan kekeluargaan didasarkan pada sistem keltara parental
(bilateral), dengan keluarga batih sebagai titriise;

e. Suami maupun isteri di dalam perkawinan mempunyaduklukan
seimbang;

f.Kedudukan anak laki-laki maupun perempuan adalatasa

g. Hubungan hukum secara otomatis ada antara anabkulayg;

h. Antara harta bawaan suami isteri, sepanjang perlcawtidak terjadi
campur harta;

I.Sepanjang perkawinan, isteri tetap cakap untuk kukén tindakan

hukum;

' Wahyono Darmabrata, Surini Ahlan Sjarfiukum Perkawinan dan Keluarga di
Indonesia (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Unitesdndonesia, 2004) hal. 8.
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- Kekuasaan orang tua/wali terhadap anaknya/anak giaagih dibawah

perwaliannya berlangsung sampai anak berumur 1tah

Dalam perjalanan suatu perkawinan yang dilakukaeh cduami isteri
tersebut, Undang-undang Perkawinan menghendakiidiéan keturunan sebagai
hasil persekutuan hidup antara suami isteri tetsétenjelasan pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mekantbahwa sebagai
negara yang berdasarkan Pancasila dimana silanmery@ adalah Ketuhanan
Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungag grat sekali dengan
agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan sajanporg/ai  unsur

lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga memyai peranan penting.

2.1.2. Pengertian Perkawinan
1. Istilah dan Pengertian

Hak dan kewajiban dibidang hukum keluarga padangsasierupakan hak
dan kewajiban yang tidak dapat dinilai dengan u@agla prinsipnya merupakan
hubungan hukum yang sifatnya kekal (abddiDleh karena itu perkawinan
diartikan sebagai suatu persekutuan hidup antararsg pria dan seorang wanita
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekdabarkan Undang-Undang
(pengertian perkawinan yang dapat disimpulkan garigaturan menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata karena perkawinannygahdipandang dari
segi perdatanya saja sebagaimana dapat kita siempudlari Pasal 26 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata). Hal tersebut dapatwmpai pula pengertian
perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawldiadang-Undang Nomor
1 Tahun 1974. Perkawinan diartikan sebagai persakubhidup antara seorang
pria dengan seorang wanita, berdasarkan Ketuhaaag ¥laha Esa. Sehingga
dengan demikian dapat diartikan bahwa persekutidumphantara seorang pria
dengan seorang pria dan seorang wanita denganngeavanita bukanlah
merupakan suatu perkawinan. Berbeda dengan di ésitpnperkembangan di
negeri Belanda dewasa ini Buku | yang berjudulaegtOrang. Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, tidak menentukan secara tdgatalam Pasalnya

" Wahyono DarmabrataHukum Perdata Pembahasan Mengenai Asas-asas Hukum
Perdata (Jakarta : CV Gitama Jaya, 2005) hal. 22.
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mengenai apa yang dimaksud perkawinan, sehingg@epen perkawinan
diberikan oleh ilmu hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawimempergunakan
istilah Undang-Undang perkawinan bukan hukum petmik karena istilah ini
bersifat lebih umum, berlaku untuk siapa dan apa, salasan lain adalah
dikarenakan sifat heterogen masyarakat indonesray yardiri dari berbagai
macam suku dan agama, sehingga Undang-Undang Nbiainun 1974 tentang
Perkawinan mempergunakan istilah hukum Perkawinatuku dapat lebih
diterima oleh seluruh lapisan masyarakat indonskarena hakekat perkawinan
telah pula dituangkan dalam Undang-Undang yaitwlalam Pasal 1 Undang-
Undang Perkawinan yang menyatakan pengertian @skia®inan adalah ikatan
lahir batin antara seorang pria dan seorang wasalmgai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yanwagen dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. berbeda déugénUndang-Undang
Hukum Perdata maka dapat dikemukakan bahwa kodifitarsebut tidak
memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud atemgrkawinan, hal ini
yang membedakannya dengan undang-undang perkawiaag memberikan
definisi perkawinan seperti dapat kita baca dalasaP1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 197%.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam Pasaln2®entukan
bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dilihat skegi hubungannya perdata.
Berdasarkan pengaturan tersebut, maka sahnya peghanya di lihat semata-
mata dari hukum perdatanya saja, sedangkan hukamaatjdak dapat kita lihat
di dalam perumusan Pasal 81 Kitab Undang-UndangurulPerdata, yang
menentukan bahwa : tiada suatu upacara keagamdaim thtakukan, sebelum
kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka rkekamy bahwa
perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil tetalafgsung.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor Lifdi®74 tentang

Perkawinan, maka perkawinan ialah suatu ikatarr ladin antara seorang pria

¥ bid., hal. 11.
¥ 1bid., hal. 12.
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dengan seorang wanita sebagai suami isteri yarigjloen membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkarminan Yang Maha Esa.
Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun4 1&htang
Perkawinan menentukan batfita
1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurutrhnukasing-masing
agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan peang-undangan
yang berlaku. Untuk sahnya suatu perkawinan, makdablg-Undang
Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maeakant di

dalam pasal-pasalnya persyaratan-persyaratantterten

Penjelasan Pasal 2 menentukan bahwa dengan perumpasal 2 ayat (1)
ini tidak ada perkawinan diluar ~hukum masing-mgsiagamanya dan
kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undanar 2845, yang dimaksud
dengan hukum masing-masing agamanya dan keperegpaatu termasuk
ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagingalo agamanya dan
kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangantidek ditentukan lain dalam
Undang-Undang ini.

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya manusia adalah mahi&oh Politicori artinya manusia
selalu bersama manusia lainnya dalam pergaulan phidan kemudian
bermasyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat al@npsuatu gejala yang
biasa bagi manusia dan hanya manusia yang merkéikinan saja yang ingin
hidup mengasingkan diri dari orang lain. Salah $etotuk hidup bersama yang
terkecil adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dayah, ibu, dan anak-anak yang
terbentuk karena perkawinan.

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agarang muslim
dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang pddesar di dalam dirinya
terhadap orang yang paling berhak mendapat perdididan pemeliharaan. Di
samping itu perkawinan memiliki manfaat yang palifgesar terhadap
kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingaasial itu adalah

20 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihagaurdnan, menjaga
keselamatan masyarakat dari segala macam penyalgt gapat membahayakan
kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan mgntiljuan yang sangat
mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahdgikal abadi berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan samwyang terkandung
dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 batekawinan merupakan
ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengaaorang pria sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah ta)g@ng bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha E$a

Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukmgah ikatan lahir atau
batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adkatgan lahir dan batin inilah
perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di sang@rbuatan keagamaan.
Sebagai perbuatan hukum karena perbutan itu mefiarbakibat-akibat hukum
baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sdan sebagai akibat
perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaanraja siédtaitkan dengan
ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kemmnayang sejak dahulu
sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawindmarus dilaksanakan.

Berdasarkan rumusan mengenai pengertian dan tpgikawinan tersebut
diatas, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berhubungan
dengan Pasal tersebut, maka dapat diuraikan bebersgur perkawinan antara
lain®
a. Unsur agama/kepercayaan

Ini dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan bahwarkawinan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikigur ini harus
menjiwai perkawinan (Pasal 1 Undang-Undang Perkawimnsur ini dapat pula
disimpulkan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undank&®®enan yang menetukan

bahwa perkawinan adalah sah apabila dilangsungkamumt hukum masing-

%l Djaja S. MelialaHimpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Peikan,
(Bandung : Nuansa Aulia), hal. 1.

22 bid., hal 13.
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masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan demddhnya perkawinan
tergantung pada agama/kepercayaan mempelai yasanggutan.

Undang-Undang Perkawinan, erat kaitannya dengamagaal ini juga
dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 8 syarfg mengatur tentang larangan
perkawinan beda agama. Pasal tersebut secarabgsas menentukan bahwa:
perkawinan dilarang antara dua orang yang memepunyaungan yang oleh
agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilakavgn. Pasal 51 ayat (3)
Undang-Undang Perkawinan, dimana ditentukan bahwh wajib mengurus
anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendahgék-baiknya dengan
menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut.

b.  Unsur Biologis

Undang-Undang Perkawinan, memberikan jalan kelagr pasangan yang
secara biologis tidak mampu memperoleh keturunangal®e menentukan dalam
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan; bahwiaakenampuan isteri
untuk melahirkan keturunan merupakan salah satsamalauntuk melakukan
poligami atau beristeri lebih dari seorang. Ketantini dapat dirasakan kurang
adil, karena dalam hal suami yang tidak mampu meikdre keturunan, isteri
harus mampu untuk menahan diri dan berlaku sabelgnd arti bagi isteri
Undang-Undang tidak memungkinkan bersuami lebihssorang.

c.  Unsur Sosiologis

Unsur sosiologis dapat kita simpulkan dalam pesgiaketentuan Pasal 1
Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1luifah974 dimana
ditentukan bahwa memperoleh keturunan adalah mieanp&ujuan dari suatu
perkawinan sedangkan pemeliharaan dan pendidikak &msebut menjadi hak
dan kewajiban orang tua. Pemeliharaan dan pendidiké adalah untuk
kelanjutan hidup dan kemajuan atau perkembangak, aedangkan kelanjutan
hidup seseorang adalah masalah kependudukan yeartj beasalah sosial.

Unsur sosiologis dapat juga disimpulkan dari ketentPasal 7 ayat (1)
Undang-Undang perkawinan yang menentukan bahwa aperen hanya
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur Iutadan pihak wanita sudah
berusia 16 tahun; jika dibandingkan ketentuan batasur untuk dapat

melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Kitallddg Undang Hukum
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Perdata yang berlaku sebelumnya (pria 18 tahunwvdarita 15 tahun), maka
dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang Nomorhumd 974 mempertinggi
batas usia/umur untuk dapat melangsungkan perkawdeagan maksud untuk
mengurangi laju pertumbuhan penduduk karena kelahir sedangkan
pertumbuhan penduduk tersebut adalah masalah.sosial

d. Unsur Juridis

Unsur juridis adalah unsur yang secara otomatis @eagan sendirinya ada,
oleh karena suatu perkawinan yang dimaksud olehakgwWlndang harus
dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang endis. Perkawinan sah
apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat daseduw yang ditentukan oleh
Undang-Undang. Aspek yuridis tersebut dapat puia &impulkan dari Pasal 2
ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Penjelassal Raisebut.

Selain unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam seegkawinan, Undang-
Undang ini juga menentukan prinsip atau asas penieeydimana dalam pasal 3
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditentukan bal®ekawinan menganut
asas monogami, artinya bahwa dalam waktu yang sated, dalam suatu
perkawinan maka seorang pria hanya dapat mempeoyasg isteri dan seorang
wanita hanya dapat mempunyai seorang suami. Pasat31) Undang-Undang
Perkawinan tersebut secara garis besar menentutamabpada asasnya dalam
suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempws®@ang isteri. Seorang
wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Undang-Undang memberikan kemungkinan bagi seoraragmis untuk
beristeri lebih dari seorang dalam waktu yang séifesal 3 ayat (2) Undang-
Undang Pekawinan). Untuk merealisir ketentuan berseUndang-Undang
memberi batasan dalm ketentuan Pasal 4 dan Pasandang-Undang
Perkawinan, yang mngatur mengenai alasan dan sygaedt untuk dapat
beristeri lebih dari seorang.

e. Unsur Hukum Adat

Unsur hukum adat dapat kita simpulkan dari keteantBasal 31 Undang-
Undang Perkawinan, demikian pula Pasal 36 Undarmdpbg Perkawinan, yang
mengatur harta benda perkawinan yang mengambil daksn hukum adat,

demikian pula Pasal 37 Undang-Undang Perkawinang yarenunjuk pada
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ketentuan hukum adat dalam pengaturan harta kekgikea perkawinan putus
karena suatu perceraian. Pasal 43 Undang-Undah@iaan juga mengambil
prinsip hukum adat, dimana ditentukan bahwa an&dussah terhadap ibunya,
dan keluarga ibu.

Dikatakan pula Tujuan Perkawinan adalah membentlkakga bahagia
yang kekal artinya baha

a. Suami isteri saling bantu membantu serta salingkap-melengkapi;

b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya datuk

pengembangan kepribadian itu suami isteri harusgshhntu membantu;

c. Dan tujuan terakhir yang dikejar oleh keluarga Isangndonesia ialah

keluarga bahagia yang sejahtera spirituil dan rizter

Jelas dari tujuan ini terdapat azas equilibriunta@n temporal dan
kerohanian. Ini memang sesuai dengan dasar falg&abasila serta nilai murni
kepribadian bangsa indonesia serta memenuhi hikyaaly terkandung dalam
pengertian rumah tangga islam yang terkandung dakiinsakinah, yaitu rumah
tangga bahagia rukun dan sejahtera dunia akhirat.

Kalau kita bandingkan azas ini dengan tujuan peikanvdengan negara
negara yang sudah maju, azas tujuan yang terkarmhahe prinsip ini jauh lebih
tinggi nilai falsafahnya dengan apa yang kita jumpada negara-negara yang
maju tersebut.

Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Per&kawdiapat pula kita
ungkapkan konsepsi Perkawinan, apa yang diharag&km suatu perkawinan
menurut Undang-Undang Perkawinan, hal tersebutateim adalaff :

a. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antarargggnaa dengan

seorang wanita.

Undang-Undang Perkawinan menentukan di dalam Rasajakni Pasal
1, bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup argeosang pria
dengan seorang wanita, untuk membentuk keluargg pamagia dan

kekal. Hal tersebut dapat diartikan bahwa meskipaham pasal 8

2 Yahya HarahapHukum Perkawinan NasiongMedan : CV. ZAHIR Trading Co.
Medan, 1975) hal. 7.

24 bid., hal. 17
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Undang-undang Perkawinan, tidak mencantumkan larangrsebut,
namun dapat diambil kesimpulan berdasarkan defipisikawinan
tersebut bahwa persekutuan hidup antara seoraagdprigan seorang
pria demikian pula sebaliknya persekutuan hidugranseorang wanita
dengan seorang wanita bukan merupakan suatu pekawnenurut
Undang-Undang Perkawinan karena dalam perkawinaturdgean
merupakan suatu dambaan, sebagaimana dapat kipalkan di dalam
Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

. Perkawinan menganut Asas Monogami

Pada prinsipnya Undang-Undang menganut Asas Monpgdimana
pada saat yang bersamaan atau dalam satu perkas@maang pria
hanya dapat mempunyai seorang wanita sebagainigersebaliknya
seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang @oagsi suaminya,
hal ini dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasalyat (1) Undang-
Undang Perkawinan, yang menentukan bahwa: padayasdalam suatu
perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai sgasteri. Seorang
wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pelagaitang sama
dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 9 Undamdang Perkawinan
yang menetukan bahwa seorang yang masih terikkawaran dengan
orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalanh yeng tersebut pada
Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang inddarkan ketentuan
tersebut di atas, maka Undang-Undang Perkawinargamen asas yang
lazim disebut asas monogami dengan pengecualiaen&dagi seorang
suami, jika memenuhi alasan dan syarat yang dientwleh undang-
undang dapat beristeri lebih dari seorang. (Pasgh8(2), Pasal 4, Pasal
5 Undang-undang Perkawinan). Hal ini berbeda dengansepsi
perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdatang
menganut prinsip asas monogami mutlak. Prinsip mamd dengan
pengecualian menunjukan sifat majemuk masyarakianiesia.

. Perkawinan merupakan persekutuan hidup yang kekal

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 74 tentang Perkawinanenukan

bahwa perkawinan merupakan persekutuan atau ikatémbatin antara
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seorang pria dengan seorang wanita sebagai suamemi igntuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia &ekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. kekal abagieykawinan
merupakan konsepsi yang banyak dianut oleh negagara di dunia ini
untuk mengatur mengenai perkawinan. Pengaturaray@iin lazimnya
dipolakan sedemikian rupa untuk menunjang prinsgkak abadinya
perkawinan tersebut. Misalnya, perceraian hanyahbdilakukan dimuka
hakim, dengan alasan-alasan tertentu yang ditemtdtah Undang-
Undang, yang diatur secara limitatif. Lazimnya d$elme proses
perceraian, hakim berusaha untuk mendamaikan siséeni yang akan
melangsungkan perceraian. Hal ini dimaksudkan urgmpersulit
perceraian, dan menciptakan prinsip kekal abadipgkawinan.
Perceraian dianggap sebagai suatu pengecualian pdiasip kekal
abadinya perkawinan, karena pada suami isteri té&atlapat suatu
keadaan yang menyebabkan hidup bersama suami tistsebut tidak
dapat dipertahankan lagi.

. Perkawinan memperhatikan Agama dan Kepercayaan

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1@Martg
Perkawinan berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukerdata yang
memandang perkawinan hanya dari segi perdatanga Sepagaimana
dapat kita simpulkan dari Pasal 26 Kitab Undang-dwmd Hukum
Perdata, sedangkan Undang-Undang Perkawinan meatigarh hukum
agama dan kepercayaan masing-masing suami istegingalangsungkan
perkawinan. Perkawinan adalah sah jika dilangsumgkenurut masing-
masing agamanya dan kepercayaannya mereka ituaiadn selain
harus memperhatikan hukum negara, seperti yangniaus dalam Pasal
2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan penjelgsarnoga harus
memperhatikan agama dan kepercayaan suami istenigdd demikian
perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukoegara, dan
dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamardan
kepercayaannya mereka itu. Mereka itu yang dimaé@ua@dalah suami

isteri yang bersangkutan. Apa dan bagaimana penkkamdilangsungkan
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harus memperhatikan agama dan kepercayaan massiggmauami
isteri. (Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Norahiun 1974).
e. Perkawinan memperhatikan Aspek Biologis

Undang-undang Perkawinan memperhatikan aspek lsoldgarena
mandulnya seorang isteri dapat menyebabkan dilaggsmnya
perkawinan suami yang kedua, dst.nya, asalkan mémeyarat dan
prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dendamikian,
Undang-Undang Perkawinan memperhatikan aspek lsolazlam

perkawinan.

Syarat-syarat Sahnya suatu Perkawinan

Untuk sahnya suatu perkawinan, maka Undang-Undaatka®inan,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dindafasal-pasalnya
persyaratan-persyaratan tertentu, syarat-syardtaweran tersebut dibedakan
yang terdiri dari syarat materil dan syarat forr8ijarat materil ialah syarat yang
mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seagoyang akan melangsungkan
perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melamg@an perkawinan;
sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkadl@ngan tata cara
pelangsungan perkawindnbaik syarat yang mendahului maupun syarat yang
menyertai pelangsungan perkawinan. Dengan demgyanat formil ini berupa
syarat yang mendahului dan menyertai berlangsungesawinan.

 Syarat materil terdiri dari :

1. Syarat materil umum, yaitu syarat yang mengenaipdibadi seseorang
yang akan melangsungkan perkawinan yang harus whpenleh
seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinamatsiya disebut
juga syarat materil absolut karena perkawinan tidagat berlangsung
apabila syarat ini tidak dipenuhi;

2. Syarat materil khusus, adalah syarat mengenaipdibadi seseorang
untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlakuk yserkawinan

tertentu atau disebut juga syarat relatif.

% |bid. hal 21
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 Syarat materil umum terdiri dari :
a. Persetujuan bebas

Dalam perkawinan harus ada persetujuan bebas aaukaa
sepakat dari kedua belah pihak calon mempelainyatikedua calon
suami isteri tersebut setuju atau sepakat untulgikatkan diri di dalam
suatu ikatan perkawinan tanpa paksaan. Persetujiadéeim hal ini
mengandung arti bahwa tidak seorangpun dapat memalaon
mempelai wanita maupun calon mempelai pria untukgikatkan diri
dalam suatu perkawinan. Tanpa kehendak bebas demékay maka
perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini mekam syarat yang
relevan untuk membentuk keluarga yang sesuai dentyguman
perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undéomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1@##ang
Perkawinan menentukan bahwa perkawinan harus didasaatas
persetujuan kedua calon mempelai. Penjelasan paisahenyatakan
bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud suggmi isteri
dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal damigada dengan hak
asasi manusia, maka perkawinan harus disetujuigkdailah pihak yang
akan melangsungkan perkawinan tanpa ada paksagsilgde manapun.

Persetujuan bebas ini merupakan unsur hakekatpeakawinan
dan oleh karenanya harus dilakukan dengan kesagarancalon suami
isteri akan konsekuensi dari perkawinan yang merakeysungkan.
Orang yang terganggu kesehatan akalnya tidak meyaplkesadaran
akan konsekuensi yang dimaksud, dengan demikiaak tidapat
memberikan persetujuan yang sah.

b. Syarat usia/lumur

Batas usia/umur untuk melangsungkan perkawinanase&ngan
pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ialahwaabagi pria
sekurang-kurangnya 19 tahun, dan bagi wanita se@gtkarangnya 16

tahun, pasal ini menentukan bahwa perkawinan haligankan jika
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pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihakitav sudah

mencapai umur 16 tahun.

Penjelasan resmi dari Pasal 7 ayat (2) Undang-UnBankawinan
tersebut menyatakan:

(1) Untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturymanperiu
ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

(2) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka keterketentuan
yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhaet&pwinan
yang dimaksud dalam ayat (1) seperti diatur dalatabkKUndang-
Undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan &sian
Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaBedangkan
dalam penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan dsub
disebutkan bahwa: Undang-Undang menganut prinaipwh calon
suami isteri itu harus telah masak jiwa raganyaukindapat
melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mekeujudjuan
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada peateraian
mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untukh#rus
dicegah adanya perkawinan antara calon suami &g masih
dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunydiumgan
dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batar
yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin,
mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jitti®andingkan
dengan batas umur yang lebih tinggi.

Penentuan batas umur dalam suatu perkawinan, apiish
bandingkan dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang HuRemdata, ialah
bahwa bagi pria adalah 18 tahun dan bagi wanit@l&n, ukuran untuk
menentukan batas usia tersebut dalam Kitab Undamtaty Hukum
Perdata ialah didasarkan semata-mata pada fungsgls seorang pria
dan seorang wanita, dimana pada batas usia tersebrang dianggap
telah matang untuk melangsungkan perkawinan sehifigg mereka
melangsungkan perkawinan diharapkan bahwa darapaénian tersebut
telah dapat dilahirkan anak. Landasan penentuaas hetia perkawinan
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dapat dikataan semata-mata didasarkan pada keraatajggmani
seseorang atau fungsi biologis seseorang.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 aegt
Perkawinan menentukan bahwa penentuan batas usahd® bagi pria
dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsung&egsawinan adalah
didasarkan pada kematangan jasmani, kematangani rataa kejiwaan,
sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan waaia patas usia
tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilaggannya
perkawinan, dan mempunyai tanggung jawab untuk tdapambina
keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan yangragikan oleh
Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan bukan hanyasatse mata
ikatan lahir akan tetapi juga merupakan ikatannbatiami isteri dalam
batas usia tersebut dapat terselenggara dengandvalklam membina
kesejahteraan bagi keluarga, dan di dalam pergakeamasyarakatan
mereka.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menemtbkhwa
perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudahnoapai umur 19
tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16tahu

Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinatudiantang
kemungkinan penyimpangan batas umur tersebut, dadmmana harus
ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat yangjuk oleh kedua
orang tua calon mempelai. Pasal tersebut menentu#atam hal
penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat mtandispensasi
kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjek kedua orang tua
pihak pria maupun pihak wanita. Namun dalam pasakbut dan pasal
berikutnya tidak ditentukan batas umur minimal kntlapat diberikan
dispensasi, dan juga tidak ditentukan dalam habibagna dispensasi

boleh diberikan Pengadilan atau pejabat yang diathks

c. Tidak dalam status perkawinan
Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menyatakan baborarsy
yang masih terikat tali perkawinan dengan orang tmiak dapat kawin
lagi kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 #¥atdan Pasal 4
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Undang-Undang perkawinan syarat yang ditentukaral p@sUndang-
Undang perkawinan ini berhubungan dengan asas raanggng dianut
oleh Undang-Undang. Materi yang diatur di dalamapa ayat (2)
Undang-Undang perkawinan hanya merupakan pengeanudin pasal 4,
dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan merupakaanaldan syarat
yang harus dipenuhi dalam hal seorang suami akastdye lebih dari
satu orang, yang merupakan pengecualian dari ass®gami yang
dianut di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undangd®gran.

Dalam ilmu hukum lazim dipermasalahkan, mengenas asau
prinsip apa sebenarnya yang dianut oleh Undang-tunderkawinan,
apakah prinsip monogami ataukah prinsip poliganamdaperkawinan.
Pendapat ini menyatakan atau berpendapat bahwa ha&ékatnya tidak
ada pengertian prinsip monogami dengan pengecuaianry ada adalah
prinsip atau asas monogami atau poligami, sehinggadapat ini
berkesimpulan bahwa Undang-Undang Perkawinan tda@kganut asas
dalam monogami dalam suatu perkawinan, melainkangarat asas
poligami dalam suatu perkawinan. Dengan demikiagi lsuami yang
memenuhi alasan dan syarat yang ditentukan olehngadndang pada
dasarnya boleh beristri lebih dari seorang. Halienyebabkan pendapat
bahwa apakah indonesia menganut asas monogampaligami dalam
perkawinan. Oleh karena itu undang-undang memaetluka
penyempurnaan, yaitu menentukan bahwa poligamighbeylaku untuk
penganut agama yang tidak melarang poligami, dasaatalasan dan
syarat-syarat berpoligami juga harus disempurnakagaturannya.

. Berlakunya waktu tunggu

Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan, Undang-UndamgoNd
Tahun 1974 menentukan bahwa:

(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya herjakgka
waktu tunggu.
(2) Tenggang waktu tunggu tersebut ayat (1) akan didalam

Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Yaitu di dalastektuan pasal

39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yangipakan
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peraturan pelaksanaan dari undang-Undang NomorhuinTa974

tentang Perkawinan.

Penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan eiajelpsan
pasal demi pasal tidak memberikan keterangan apg yeenjadi dasar
pemikiran pembentuk Undang-Undang menentukan watkiaggu
tersebut. Akan tetapi tidak berbeda dengan ratmy yarkandung dalam
pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yan@ jongngatur
jangka waktu tunggu tersebut. Pasal tersebut mek&mtahwa seorang
perempuan tidak diperbolehkan kawin lagi melainisatelah lewat
waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan terakdibubarkan.
Pengaturan di dalam Pasal 34 KUH Perdata didasapkala pokok
pikiran untuk mencegah terjadinya percampuran bergksudnya adalah
untuk menghindari kesulitan dalam menentukan sisgsungguhnya
ayah dari anak tersebut.

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, sergygvaktu
tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilangymempunyai
kekuatan hukum tetap sedangkan bagi perkawinan ypaimgs karena

kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kemaéersebut.

 Syarat Materil Khusus terdiri dari:
a. Izin untuk melangsungkan perkawinan

Ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawindndang-

Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal tersebut menanto&hwa:

1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belemcapai
umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangRasa{ 6 ayat
(2) ;

2) Jika salah seorang dari kedua orang tuanya telatinggal lebih
dulu atau jika dalam hal salah satu tidak dapat yaiakan
kehendaknya (Pasal 6 ayat (3));

3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia ai@am
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendakngia m
orang yang memelihara atau keluarga yang mempimymingan
darah dalam garis keturunan lurus ke atas selamekmenasih
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hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan keherdesal(6

ayat (4) );

4) Jika terdapat perbedaan antara mereka yang didalaumh ayat (2),
(3), dan (4) dari Pasal 6 tersebut, maka izin dapbérikan
pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calami isteri
atas permohonan mereka (Pasal 6 ayat (5)).

. Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkarepnian

Syarat materil khusus lainnya adalah larangan-tgmanertentu untuk

melangsungkan perkawinan. Pasal 8 Undang-UndangoNarfiahun

1974 tentang Perkawinan menentukan larangan penkawtertentu

untuk melangsungkan perkawinan, yang dilaksanalanroereka:

1) Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekatramcalon
suami istert;

a. Yang hubungan darah dalam garis lurus keatas/kdhawa

b. Hubungan darah menyamping yaitu antara saudarasaud
orang tua;

2) Yang mempunyai hubungan keluarga semenda,;

a. Antara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapakifi;

b. Berhubungan darah dengan isteri atau sebagai ldu a
kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suamsteeriebih
dari seorang.

3) Yang mempunyai hubungan susuan, yaitu merea yamngpongyali
hubungan susuan atau saudara sesusuan, yaitu aas@m@rang
dengan ibu susuan, anak susuan, saudara susuiasiidiban dan
paman susuan.

4) Berdasarkan larangan agama atau peraturan lainbgtaku;

5) Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami;ister

Dalam hal ini larangan perkawinan bagi mereka yaexgerai kedua
kalinya atau untuk perkawinan mereka ketiga kaliapgara sesama

mereka.
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» Sedangkan syarat materil khusus terdiri dari :
a. Izin untuk melangsungkan perkawinan;
- Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkarapenian.

Dari segi agama Islam misalnya, syarat sahnya pénka
penting sekali terutama untuk menentukan sejakrkappasang pria
dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan kefasehingga
terbebas dari dosa perzinaan. Zina merupakan pgarbyang sangat
kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Oleabsgb dalam
agama Islam zina adalah perbuatan dosa besar yakan bsaja
menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengaari bblaka tetapi
juga termasuk kejahatan (pidana) di mana negarandoelgi dan
wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukanApalagi di
Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islaka hukum
Islam sangat memengaruhi sikap moral dan kesadardum
masyarakatnya.

Faktor di atas antara lain yang menjadikan agamamis
menggunakan azas atau tata cara perkawinan yaethsed, dengan
tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjesukel dalam
perzinaan. Tata cara yang sederhana itu nampalajgars dengan
Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yasrhubyi:
“Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurutum masing-
masing agama dan kepercayaannya. Dari pasal tetsebpertinya
memberi peluang-peluang bagi anasir-anasir hukumatadntuk
mengikuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islamandal
perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadararsyasakatnya
yang menghendaki demikian. Salah satu tata carkgwénan adat
yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkaniyang tidak
dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disegeibagai
perkawinan sirri. Perkawinan ini hanya dilaksanakai depan
penghulu atau Kyai dengan memenuhi syariat Islarhingga
perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantorngaberwenang

untuk itu”
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Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rusansgarat
perkawinan. Bertemunya rukun dengan syarat inilfgymenentukan
syahnya suatu perbuatan secara sempurna. Adapun tgemasuk
dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak yang melaksanakan agad nikah yaitu r&anpria
dan wanita

- Adanya agad (sigha) yaitu perkataan dari pihak wali

perempuan atau wakilnya (ijab) dan diterima oldmakilaki-
laki atau wakilnyadabul);

- Adanya wali dari calon istri;

- Adanya dua orang saksi.

Apabila salah salah satu rukun itu tidak dipenuhakan
perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan diangdalp pernah ada
perkawinan. Oleh karena itu diharamkan baginya yditak
memenuhi rukun tersebut untuk mengadakan hubungsual
maupun segala larangan agama dalam pergaulan. Delegaikian
apabila keempat rukun itu sudah terpenuhi makaagpénan yang
dilakukan sudah dianggap sah.

Memang model perkawinan di atas menurut hukum Igadah
dianggap sah, namun tidaklah demikian apabila perem tersebut
dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang No.hunrd 974
tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 itu berbunyiiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-urgdn yang
berlaku'®®. Jelaslah bahwa sahnya suatu perkawinan itu ladrusl
didaftarkan dan dicatatkan di kantor pencatat nikebuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapland
kenyataannya, kebanyakan dari masyarakat Indoriesdian sadar
hukum tentang pelaksanaan perkawinan. Sehingga hmada
beberapa warga masyarakat Indonesia yang melakpie@winan
sirri tanpa menyadari akibar yang ditimbulkan gaerkawinan yang
mereka lakukan itu. Selain hal tersebut di atasumgrpengamatan

%6 MR Martiman Prodjohamidjodjddukum Perkawinan Indonesitndonesia Legal
Center Publishing, 2011, hal .71.
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sementara yang dilakukan oleh peneliti, beberapiantasyarakat di
desa Wanayasa tersebut melakukan kawin sirri diledsan mereka
ingin berpoligami. Karena dengan melakukan kawimri sini
memberikan kemudahan kepada seorang laki-laki untelakukan
poligami tanpa harus melaksanakan ketentuan-ketenyiang ada
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pénlaaw

Ada juga sebagian masyarakat yang menyatakan bdbngan
kawin sirri ini prosedur pelaksanaannya lebih mudan biayanya
lebih murah. Selain itu, dari segi kultur pendidikearga masyarakat
desa tersebut masih cukup rendah sehingga pengetaivarga
masyarakatnya pun terbatas. Dari beberapa uraiaatadi timbul
problematika yang harus dijawab dalam kaitannya gden
pelaksanaan perkawinan sirri dan akibat hukum yhimgbulkannya.
Karena setiap perbuatan hukum pastilah menimbugkamat hukum.
Begitu pula perkawinan sirri yang merupakan perdudiukum pasti
menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum tergemisalnya
bagi pasangan suami istri, status anak yang diahjrdan juga
terhadap harta benda dalam perkawinan.

2.1.4. Putusnya Perkawinan

Mengenai putusnya perkawinan beserta akibat putupeykawinan oleh
Undang-Undang Tahun 1974 diatur di dalam Bab V#hgan judul Putusnya
Perkawinan serta akibatnya. Pasal 38 Undang-Un@amgawinan menentukan
bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, neémoedan atas putusan
pengadilan.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenatuspya
perkawinan karena kematian, dan akibat hukum pytugerkawinan karena
kematian tersebut. Undang-Undang hanya menyinggmeggenai putusnya
perkawinan karena kematian pada Pasal 38 undangrignéerkawinan dimana

disebutkan bahwa perkawinan putus karena kenfatiBerkawinan suami isteri,

”\Wahyono Darmabrata, Surini Ahlan Sjarfiukum Perkawinan dan Keluarga
Indonesia (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Unitaerdndonesia, 2004) hal. 103.
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yang dimaksud ialah apabila perkawinan tersebutkbér dan berakhirnya
perkawinan itu bisa karena perceraian, demikiaa pida karena kematian salah
seorang suami atau isteri, atau karena keputussgagdean.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putysenkawinan yang
ternyata secara wajar dan alamiah karena kematialala suatu hal yang tidak
dapat dihindarkan, oleh karena kematian adalahushat yang tidak dapat
dihindarkan, oleh karena itu putusnya perkawinaseteut dapat dikatakan karena
keadaan atau yang terjadi di luar kemampuan susi®ii iyang bersangkutan.
Kematian seseorang merupakan gejala alam sebagaitkoahluk hidup karena
kematian itu tidak dapat dihindarkan dan merupahaatiu hal yang menyebabkan
putusnya perkawinan suami isteri yang bersangkutan.

Lain halnya dengan putusnya perkawinan karena peare dimana
perceraian pada hakekatnya dapat diatasi ataudditiian agar tidak terjadi.
Kematian seseorang merupakan suatu hal yang talaét dlitolak dan merupakan
suatu hal yang tidak dapat ditolak dan merupakanyaag mengakibatkan

putusnya perkawinan secara wajar.

Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawtidak mengatur
alasan-alasan perceraian di dalam batang tubuhteyapi Undang-Undang
mengaturnya di dalam Penjelasan Pasal 39 UndangfgndPerkawinan.
Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahtd 1énhtang Perkawinan
menyebutkan bahwa karena tujuan perkawinan adatatk membentuk keluarga
yang kekal dan sejahtera, maka undang-Undang Per&awni menganut prinsip
untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk nmgykinkan perceraian,
harus ada alasan-alasan tertentu serta harus khliakli depan sidang Pengadilan.

Dari penjelasan umum tersebut dapat kita simpulkahwa prinsip
Undang-Undang sejauh mungkin menghindarkan tewnadinperceraian.
Perceraian yang dimaksud dalam undang-Undang Perdawdan pengaturan
yang ditentukan dalam Undang-Undang menganggap daneeraian hanyalah
pengecualian dari prinsip kekal abadinya perkawinArtinya dalam suatu
perkawinan maka suami isteri pada hakekatnya dikara dapat membentuk
keluarga yang bahagia kekal sehingga perceraiaaulsemungkin dapat

37
UNIVERSITAS INDONESIA

Penerapan peraturan..., Rina R.Novianti, FHUI, 2012



dihindarkan. Namun bila suami isteri tersebut tidabat diharapkan sama sekali
untuk hidup bersama sebagai suami isteri atau kaakasan-alasan tersebut yang
ditentukan oleh Undang-Undang, maka suami istegsetmut dapat melakukan
perceraian. Jadi perceraian merupaka pengecuakdmadap prinsip kekal
abadinya perkawinan. Oleh karena itu Undang-Undéindalam pengaturannya
berusaha untuk mempersulit terjadinya perceraiagrcdPaian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pdagaglang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua ppdtak. (Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan).

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidangaddan yang
berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutaisdiexr mendamaikan kedua
belah pihak dan tidak berhasil. Usaha perdamatabatu dilakukan pengadilan
apabila ada alasan-alasan untuk bercerai, sedangkpa adanya alasan untuk
bercerai pengadilan berkeharusan menolaknya apab#apemberitahuan atau
gugatan/tuntutan untuk bercerai tersebut. Pemeniksdu harus dilakukan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak cumatu diterima pengadilan
(Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menamtbkhwa untuk
melakukan perceraian harus ada cukup alasan batawaasuami isteri itu tidak
akan hidup rukun sebagai suami isteri. Selanjutayat (3) Pasal 39 Undang-
Undang Perkawinan menentukan bahwa tata cara peoedi depan sidang
Pengadilan diatur dalam peraturan perundangamtdirse

Sebagaimana dalam penjelasan umum dari undang-gindientukan
bahwa untuk dapat dilakukan perceraian harus amkam@lalasan tertentu, maka
apabila kita pelajari mengenai alasan perceraiapatidibaca dalam pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut mekemtsebagai berikut:
untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasémva antara suami isteri itu
tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Pegakbut hanya menyebutkan
harus adanya alasan untuk menuntut perceraiami titak menentukan lebih
lanjut alasan-alasan apa yang ditentukan oeh urAdadgng yang dapat
dipergunakan untuk menuntut perceraian. Alasaraalgserceraian diatur di

dalam penjelasan pasal tersebut. Selanjutnya psajelpasal 39 ayat (2) Undang-
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Undang Perkawinan mnyebutkan alasan-alasan yanat dfpergunakan untuk

menuntut perceraian yaitu:

(1) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemaiaimkadat, penjudi dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

(2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selamaid)(thhun berturut-turut
tanpa izin pihak yang sah atau karena hal lainal kemampuannya;

(3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara &)(tehun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

(4) Salah satu pihak melakukan kekerasan atau pengamayerat yang
membahayakan terhadap pihak yang lain;

(5) Saah satu pihak mendpat cacat badan atau penyakif mengakibatkan
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai sistemi/

(6) Antara suami isteri terus menerus terjadi perseisidan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rutaiadga.

Alasan-alasan yang secara limitatif ditentukan maggenjelasan pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditentukan kemibaldalam Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19. Jika tidaidapat alasan-alasan yang
disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) \gAdadang Perkawinan atau
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19aka tidak dapat dilakukan
perceraian. Bahkan walaupun alasan-alasan terggienuhi akan tetapi masih
mungkin antara suami isteri itu untuk hidup rukembali maka perceraian tidak
dapat dilakukan. Akan tetapi undang-undang tidakmbexikan jalan ke luar
untuk menanggulangi sementara waktu mereka itukudépat rukun kembali.
Lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Peardgng mengatur
lembaga perpisahan meja dan tempat tidur. Undardatin Perkawinan maupun
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak meidembaga perpisahan
meja dan tempat tidur. Oleh karena lembaga tersabak diatur di dalam
Undang-Undang Perkawinan maupun ketentuan dalail B&dJndang-Undang
Perkawinan berlakulah lembaga yang lama, yang lerkebelum Undang-
Undang Perkawinan, meskipun hal tersebut masilu pikiji secara mendalam,

apakah lembaga yang disebutkan terdahulu terseipatt diberlakukan dalam era
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diterapkannya Undang-Undang Perkawinan, Undang-tipddomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan merupakan suatu catathad&p pengaturan alasan-
alasan perceraian, yang tidak diatur di dalam patal batang tubuh Undang-
Undang Perkawinan, tetapi diatur di dalam penjeldasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Perkawinan dan diatur kembali di dalam P&8dPeraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975. Pengaturan demikian pada hakgka&urang menjamin
kepastian hukum, dan menimbulkan berbagai penafsirangapa alasan-alasan
perceraian tidak diatur saja di dalam batang tubmidang-Undang yakni di
dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Pola paagademikian, seolah
memberikan gambaran adanya kekhawatiran, akan [inkbaulitan dalam
menuntut perceraian, apabila diatur dalam batabhghtwWndang-Undang karena
jelas akan lebih menimbulkan kepastian dan sifaitditif pengaturan alasan
perceraian tersebut.

Gugatan perceraian diajukan dimuka pengadilan (P4Baayat (1))
sedangkan tata cara pengajuan gugatan dan tatpe@eraian di depan sidang
pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undategsendiri (Pasal 40 ayat
(2) jo. Pasal 39 ayat (3)).

2.2. Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Slpi
2.2.1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut Ketentuan Umum Bab 1 Pasal 1 Undang-Unddamor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-UndangolN8mrlahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahavey ylimaksud dengan
Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Repuidiknesia yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat olehbag¢jgang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atanathistugas negara lainnya, dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangag yemaku?® Sedangkan
pengertian pejabat yang bewenang di dalam Undamgtinini adalah pejabat
yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkammgmberhentikan
Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundangixgadaang berlaku.

%8 Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian PegawaiiN8igsl, Fokus Media,
Bandung, September 2010.

40
UNIVERSITAS INDONESIA

Penerapan peraturan..., Rina R.Novianti, FHUI, 2012



Berdasarkan pengertian diatas bahwa Pegawai N&ggiti merupakan
unsur aparatur negara wajib memberikan contoh yemlg kepada bawahannya
dan menjadi teladan sebagai warga negara yangda#n masyarakat, abdi
negara dan abdi masyarakat yang juga harus meejadan dalam tingkah laku,
tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundatsgigan yang berlaku,

termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

2.2.2. l1zin Perkawinan dan Peceraian Pegawai NegerSipil menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Pabahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang In

Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seopieydengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan memebliarga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawmamganut asas
monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai sgorsieri dan seorang
wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikianya apabila
dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan dipatuskeh pengadilan, seorang
pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang alpatajaran agama yang
dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentaamgang-undangan yang
berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yangdmegkutan.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk kelugagg bahagia dan
kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkam lthnya dapat dilakukan
apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimanatakay dalam peraturan
perundang-undangan.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengandhakkedudukan
suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupuwmdpergaulan masyarakat,
sehingga dengan demikian segala sesuatu dalanrdg@ldapat dirundingkan dan
diputuskan bersama oleh suami isteri.

Dalam rangka usaha meningkatkan disiplin PegawaeNeSipil dalam
melakukan perkawinan dan perceraian, dipandangu pentuk menetapkan
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Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan daoepian bagi pegawai
negeri sipil.

Di dalam pasal 2 peraturan ini disebutkan bahwaa®agNegeri Sipil
yang melangsungkan perkawinan pertama wajib metabekannya secara
tertulis kepada pejabat melalui saluran hirarkadalwaktu selambat-lambatnya 1
(satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungketentuan ini juga berlaku bagi
pegawai negeri sipil yang telah menjadi duda/japdag akan melangsungkan
perkawinan lagi.

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur aegajib memberikan
contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadiaielsebagai warga negara
yang baik dalam masyarakat, abdi negara dan abslyarekat yang juga harus
menjadi teladan dalam tingkah laku, tindakan dataden kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, untuk dapat nselakan kewajiban yang
demikian itu, maka kehidupan pegawai negeri sipfrus ditunjang oleh
kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga seeggpwai Negeri Sipil dalam
melaksanakan tugasnya tidak akan banyak tergariggur@asalah-masalah dalam
keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yangs déerikan oleh
Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyaraiaita kepada Pegawai
Negeri sipil dibebankan ketentuan disiplin yangg¢in Untuk melakukan
perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipilsharamperoleh izin terlebih
dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Pegawai rN&ggil pria yang akan
beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri $ignita yang akan menjadi
isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang buRagawai Negeri Sipil
diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu darapaj. Demikian juga Pegawai
Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian haremperoleh izin terlebih
dahulu dari pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri®gnita tidak diizinkan untuk
menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari PegawageXeSipil.

Ketentuan berupa keharusan memeperoleh izin tartddiulu dari pejabat
bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri &pkbut tidak mengurangi
ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga pamka dan perceraian itu

sendiri.
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Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut imgag yang

bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai PegawgeriNgpil.

Laporan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah melangsungkan périen pertama,

wajib mengirimkan laporan perkawinan secara teytkBpada pejabat

melalui saluran hirarki;

2. Laporan perkawinan tersebut harus dikirimkan sekltrdmbatnya 1

(satu) tahun terhitung mulai tanggal perkawinarditangsungkan.

3. Ketentuan tersebut diatas berlaku juga bagi Pegilegeri Sipil yang

menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawirgan la

4. Laporan perkawinan tersebut dibuat menurut contilagai tersebut

dalam :

a. Lampiran I-A Surat Edaran Badan Kepegawaian Neg&mor :
08/SE/1983, bagi Pegawai Negeri Sipil yang melangkan
perkawinan pertama.

b. Lampiran |-B Surat Edaran Badan Kepegawaian Ne&maor :
08/SE/1983 ini.

. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi dwdap yang

melangsungkan perkawinan lagi.

Laporan Perkawinan tersebut dibuat dalam rangkafiigd), yaitu

untuk:

a. Pejabat, yang disampaikan melalui saluran hirarki

b. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yasgmpaikan
melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjukoya.

c. Pertinggal.

. Bagi Pegawai Bank Milik Negara, Bank Milik DaerdBadan Usaha

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Kepala DQeBarangkat
Desa, dan Petugas yang menyelenggarakan urusamimimen desa,
dan petugas yang menyelenggarakan urusan penmernti desa,
laporan perkawinan tersebut dibuat sekurang-kurgangialam rangkap
2 (dua), yaitu:

a. Pejabat, yang disampaikan melalui saluran hierarki
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b. Pertinggal.

7. Laporan Perkawinan tersebut dilampiri dengan:

a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan

b. Pas foto isteri/suami ukuran 3x4 cm dan warna hipartih dengan
ketentuan bahwa di belakang pas foto tersebutigkan nama
lengkap isteri/suami serta nama dan NIP/Nomor ltentfPegawai
Negeri Sipil yang menjadi suami/isteri.

» Salinan sah surat nikah/akta perkawinan bagi:

a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalamakft/ndang
Nomor 8 Tahun 1974, dan Pegawai Bulanan di sampergsiun,
dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2(duay yaituk:

1. Pejabat, yang disampaikan melalui saluran hirarki

2. Kepala Badan administrasi Kepegawaian Negara, yang
disampaikan melalui pejabat, atau pejabat lain yditgnjuk
olehnya.

b. Pegawai Bank milik negara, Bank milik daerah, BUMBLJMD,
Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang leeggarakan
urusan pemerintahan di desa, dibuat sekurang-koyanglalam

rangkap 1 (satu), yaitu untuk pejabat.

* Pas foto bagi:

a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalanakpt)ndang
Nomor 8 Tahun 1974 dan pegawai bulanan disampintsijpe,
dibuat sekurang-kurangnya3 (tiga) lembar, yaitu:

1. Satu (1) lembar untuk pejabat yang disampaikan Imedaluran
hirarki

2. Dua (2) lembar untuk Kepala Badan Kepegawaian Negang
disampaikan melalui pejabat atau pejabat lain yditignjuk
olehnya.

b. Pegawai Bank Milik Negara, Bank milik daerah, BUMBIUMD,

Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang leeggarakan
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urusan pemerintahan di desa, dibuat sekurang-kayan® (lembar),

yaitu untuk pejabat yang disampaikan melaui saltirearki.

c. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang leeggarakan
urusan pemerintahan di desa, dibuat sekurang-knyang@ (dua)
lembar vyaitu untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat yang
disampaikan melalui saluran hirarki.

- Salinan sah surat nikah/akta perkawinan sebagaiciamezksud di
atas disimpan dan dipelihara dengan baik dalam natkah
kepegawaian masing-masing instansi.

- Penggunaan pas foto sebagaimana dimaksud di atatgpdan
sebagai berikut:

a. Pas foto yang dikirimkan kepada masing-masing [¢jphda
Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembag
Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah
Nondepartemen, dan Pemerintah Daerah Tingkat impan
dan dipelihara dengan baik dalam tata naskah kemega
masing-masing instansi.

b. Pas foto yang dikirimkan kepada Kepala Badan admasi
Kepegawaian Negara digunakan:

1. Satu (1) lembar untuk kartu induk Pegawai Negepil Si
2. Satu (1) lembar untuk Kartu Isteri Pegawai Negepil S
(KARIS)/Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil (KARSU).

c. Pas foto yang dikirimkan kepada Pimpinan Bank milégara,

Badan Usaha Milik Daerah Tingkat I, digunakan:

1. Satu (1) lembar untuk KARIS/KARSU

2. Satu (1) lembar disimpan dan dipelihara dengan talém
tata naskah kepegawaian masing-masing instansi.

2.2.3. Prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Surat Edaran Nomot8/SE/1990 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahuhté8tng Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan
Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkawaa

45
UNIVERSITAS INDONESIA

Penerapan peraturan..., Rina R.Novianti, FHUI, 2012



(1)

(2)

3)

(4)

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan percerameagib
memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagaiqneyad atau bagi
pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagaiutgty untuk
memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimaraksiuid dalam
ayat (1) harus mengajukan permintaan secara trtuli
Suami isteri yang akan melakukan perceraian danudde
berkeudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalaatu
lingkungan departemen/instansi maupun pada depant@mtansi
yang berbeda masing-masing Pegawai Negeri Sipsebert wajib
memperoleh izin tertulis atau surat keteranganhlet@hulu dari
pejabat.
Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan y@dagugatan
perceraian untuk mendapatkan surat keterangan Bcastumkan
alasan yang lengkap yang mendasarinya, yaitu safahatau lebih
alasan tersebut di bawah ini:
1. Salah satu pihak berbuat zina yang dapat dibuktlesmgan :

- Keputusan Pengadilan;

- Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya dua osakgi

yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. tSura

pernyataan itu diketahui oleh pejabat yang berwsgitendah-

rendahnya camat, dan dibuat menurut contoh yangh tel

ditentukan BKN dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/1983

tanggal 26 april 1983 (Lampiran IIA) atau;
- Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak nisuatau

isteri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal teki@amgangan

ini, pihak yang mengetahui membuat laporan yang

menguraikan hal ikhwal perzinahan itu, dibuat sesoatoh
yang telah ditetapkan BKN
2. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atawdgiepang

sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan:
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(5)

- Surat pernyataan dua orang saksi yang telah dewasg
mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh @&jglang
berwenang serendah-rendahnya camat, yang dibuaiaises
dengan contoh yang telah ditetapkan BKN dalam Stoatran
Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 april 1983;

- Surat keterangan dari dokter atau polisi yang nasmgkan
bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkieiah

menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar

disembuhkan atau diperbaiki;

3. Salah satu pihak, meninggalkan pihak lain selan{du2) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ahagang sah atau
karena hal lain diluar kemampuan/kemauannya, yaimgktkan
dengan surat dari kepala Kelurahan/Kepala Desay gesahkan
oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat

4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahurhakuman
yang lebih berat secara terus-menerus setelah vpedka
berlangsung yang dibuktikan dengan putusan peragadiang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengmmalgerat
yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan demnggmm et
repertum dari dokter pemerintah.

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi fisfisen dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidupnridgi dalam
rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat peragatari
Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oledibpéjyang
berwajib serendah-rendahnya camat.

Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam @ndicdas, harus

dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentdéam angka IlI

angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi gapaian

Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.
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(6) Tata cara penyampaian surat pemberitahuan adangmtan
perceraian dari suami/isteri tersebut dilaksanaaagaimana halnya
penyampaian surat permintaan izin perceraian.

(7) Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat piéghiban adanya
gugatan perceraian harus melaksanakan tugas darenaegnya
seperti dalam hal menerima permintaan izin peraarayaitu wajib
merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabildu pgapat
memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihgkng
bersangkutan.

(8) Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewapamgar
dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nof@drahun 1983
dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Hilimgan
masing-masing.

(9) Pejabat harus memberikan surat keterangan untukakoiedn
perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yaagyampaikan
surat pemberitahuan adanya gugatan.

(10)Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabdakt juga
menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabudkau tidak
menolak permintaan izin untuk melakukan perceragaau tidak
memberikan surat keterangan untuk melakukan peacereepada
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dddahdemikian
Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaanperceraian
yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawaygnn

(11)Apabila hal tersebut dalam angka 11 di atas teangamata-mata
merupakan kelalaian dari pejabat, maka Pejabat ymmgangkutan
dikenakan hukuman disiplin.

(12)Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasn
perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai N&jpiii pria, maka
wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupekas isteri
dan anak-anaknya.

(13)Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkagidra gajinya

untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknyaibwagmbuat
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pernyataan tertulis, menurut contoh sebagaimanseliat dalam
Lampiran 111

(14)Hak atas bagian gaji untuk yang bekas istri selbamah dimaksud
dalam angka 13 tidak diberikan, apabila percertggadi karena istri
terbukti telah berzinah dan atau istri terbuktiakel melakukan
kekejaman atau penganiayaan berat lahir maupum kathadap
suami dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pEhaan penjudi
yang sukar disembuhkan dan atau istri terbuktihteteninggalkan
suami selama dua tahun berturut turut tanpa izeamswan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemanmya.

(15)Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istrigyaarsangkutan,
haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetaperdibn apabila
ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerainkactmadu, dan
atau dimadu karena suami terbukti telah berzinam atau suami
terbukti telah melakukan kekejaman atau penganmyzexat baik
lahir maupun bathin terhadap istri, dan atau suterbukti telah
meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-ttaiapa izin istri
dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluaakguannya.

(16)Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yaegmnda oleh
suami dan tidak terbatas pada penghasilan suama peaktu
terjadinya perceraian.

(17)Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langbag@n gaji
yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebakibat
terjadinya perceraian tanpa lebih dahulu menungmgambilan gaji
dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telahcaeikannya.

(18)Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang merjaéinya secara
langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan kuagt, atau dapat
meminta untuk dikirimkan kepadanya.

(19)Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan olbbkpistri dan
setelah dilakukan upaya merukunkan kembali olehahaj tidak

berhasil, maka proses pemberian izin agar disé@sasecepatnya
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mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka wadkbg yelah
ditentukan.

Dari hal apa yang diuraikan diatas tersebut terlibahwa Peraturan
Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang PerubalzenPRaraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan damcd?aian Pegawai Negeri
Sipil tersebut sejalan dengan Peraturan PemeriN@nor 9 tahun 1975 dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawingang
mempersukar/mempersulit terjadinya perceraian. géetperundang-undangan
tersebut pada hakekatnya tidak menghendaki tegjagierceraian.

Adapun kemungkinan perceraian yang diberikan keppdeundang-
undangan itu hanyalah merupakan pengecualian, dakiimperceraian hanya
diberikan apabila sama sekali tidak mungkin lagiaea suami isteri itu hidup

rukun kembali.

2.2.4 Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Sebagaimana diketahui bahwa perceraian itu mempuakylbat hukum
baik terhadap diri pribadi maupun terhadap harteakaan perkawinan. Dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 diatiraakiukum perceraian yang
dilakukan pegawai negeri sipil mengenai penghasylang diperoleh Pegawai
Negeri Sipil itu dalam kedudukannya sebagai Pegalegeri Sipil.

Mengenai pengaturan penghasilan dimaksud ditentsbagai berikut:

a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PegawgeiNe&ipil pria,
maka ia wajib menyerahkan sebagaian gajinya untrgipidupan
bekas ietreinya dan anaknya, dengan ketentuan adiegkut:

I. Apabila anak mengikuti bekas isteri ditetapkan:
- Sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil;
- Sepertiga gaji untuk bekas isteri;
- Sepertiga gaji untuk anaknya, yang diterimakan #apaekas
isteri.
ii. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, makpa djaagi
dua, setengah untuk pegawai negeri yang bersamgkutan

setengah untuk bekas isterinya.
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lii. Apabila anak mengikuti pegawai negeri sipil yangshagkutan,

maka gaji dibagi:

- Sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil;

- Sepertiga gaji untuk bekas isterinya;

- Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kapseawai
negeri sipil yang bersangkutan.

Iv. Apabila sebagian anak mengikuti pegawai negeril sy@ing
bersangkutan dan sebagaian lagi mengikuti bekasi,ighaka
sepertiga gaji merupakan hak anak itu dibagi menjumlah
sebagian anak yang mengikuti bekas isterinya disegamakan
kepada bekas isteri.

Hak sebagian gaji sebagaimana tersebut di atas bieldaku apabila

perceraian atas kehendak isteri yang bersangkké@nali perceraian

itu diminta isteri karena dimadu. Dengan perkatian perceraian
atas permintaan isteri karena dimadu, isteri tbypak atas sepertiga
dari gaji bekas suaminya.

Apabila bekas isteri yang bersangkutan kawin lagikan bagian

sepertiga untuk bekas isterinya dihentikan pemiaaygma terhitung

bulan berikutnya bekas isteri yang bersangkutan kiwin lagi.

Bagian anak yang mengikuti bekas isterinya itu yamgrupakan

bagian anak tersebut.

Apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu)rnadwau 25 (dua

puluh lima) tahun masih tetap bersekolah, atau yahah/pernah

kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendirkanmmembayaran
gaji untuknya dihentikan. Pembayaran gaji yang mlikan

pembayarannya itu baik bekas isteri ataupun untukk adibayar
kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Apabila suami yang menceraikan isterinya itu kalaigi, kemudian

menceraikan isterinya lagi maka isterinya dicenaika yang kedua

itu memperoleh sepertiga dari bagian sepertiga yhtegima kepada
pegawai negeri sipil tersebut akibat perceraiangypartama, atau
dengan kata lain sepersembilan dari gaji pegawgemsipil tersebut.
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Sepertiga dari sepertiga gaji pegawai negeri sgpdebut menjadi hak
dari anak dari perkawinan kedua, dan sepertiga skiertiga itu
diserahkan kepada pegawai negeri sipil tersebugiaBaanak dari
perkawinan kedua itu diserahkan kepada pegawairinegel atau
bekas isterinya itu yang diikuti anak-anak terseblatk dari masing-
masing anak dari perkawinan dengan isteri yang &egang
diceraikannya lagi didasarkan atas pembagian dgpertiga dari
sepertiga bagian itu dengan jumlah anak dari per@awtersebut.

Dalam hal anak-anak itu terbagi dalam hal mengigatiawai negeri

sipil dan bekas isterinya itu, maka yang diserahkapada anak

melalui/ diterimakan pada bekas isteri atau pegavegieri sipil itu
adalah sesuai dengan jumlah hak dari anak yang ikugimya.

Pembagian gaji seperti dimaksud di atas adalah adekpewajiban

pejabat yang bersangkutan.

Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersamaissteri tersebut

maka pembagian gaji diatur sebagai berikut:

I. Apabila perkawinan tidak memperoleh anak, maka @epain gaji
suami diterapkan atas dasar kesepakatan bersama;

ii. Apabila ada anak dengan tidak mengurangi kesepaksesama
suami isteri, maka sepertiga gaji adalah hak dadapanak, dan
diterima pegawai negeri sipil atau bekas isteriiiya Hak dari
masing-masing anak menurut jumlah anak yang didasapada
sepertiga bagian itu, dan yang diterimakan kepadgmwai negeri

sipil atau bekas isteri hak dari anak yang mengikat
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BAB Il

ANALISIS TERHADAP PERKARA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL KOTA DEPOK (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Depok
Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.Dpk.)

Tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam| Pasadndang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adkddin lahir batin antara
seorang pria dan wanita sebagai suami isteri detihgaan membentuk keluarga
yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhaaag Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawmamganut asas
monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai sgorsieri dan seorang
wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikianya apabila
dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan dipatuskeh pengadilan, seorang
pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang dlpatajaran agama yang
dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentaemgang-undangan yang
berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yangdmegkutan.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yahgda dan kekal,
maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan danehdapat dilakukan apabila
ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyata#am gheraturan perundang-
undangan. Hak dan kedudukan isteri adalah seimtdangan hak dan kedudukan
suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupwmdpergaulan masyarakat,
sehingga dengan demikian segala sesuatu dalanrdg@ldapat dirundingkan dan
diputuskan bersama oleh suami isteri.

Dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawa@eNeSipil dalam
melakukan perkawinan dan perceraian, dipandangu pentuk menetapkan
Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan daoepaian bagi Pegawai
Negeri Sipil. Di dalam Pasal 2 peraturan ini disgkbo bahwa Pegawai Negeri

Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama wajiemeberitahukannya
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secara tertulis kepada pejabat melalui saluraratkiedalam waktu selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan iandgungkan, ketentuan ini juga
berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menguba/janda yang akan
melangsungkan perkawinan lagi.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah NomoiTadtn 1990
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Ndim@ah@n 1983 tentang lzin
Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil gtartikan bahwa Pegawai
Negeri Sipil yang melanggar kewajiban tersebutadisakan dijatuhi salah satu
hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan PatabriNomor 30 tahun 1980
yang telah dicabut dan telah digantikan oleh PematiPemerintan Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hukuman disiplin tingkat berat yang dimaksud diatialpasal 7 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyetbiihbwa jenis hukuman

disiplin sebagaimana dimaksud terdiri dari:

. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selartiga3 {ahun;

a

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setilefjdatrendah;

c. Pembebasan dari jabatan;

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas perminteadirs sebagai
pegawai negeri sipil; dan

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegagarirsipil.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tal88® lentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 TA4B88 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil etartikan bahwa :

(1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam pastn3pasal 4
peraturan ini diajukan kepada pejabat melalui saltnirarki.

(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin daggwa Negeri
Sipil dalam lingkungannya baik untuk melakukan pem@an dan atau
untuk beristeri lebih dari seorang wajib memberikantimbangan dan
meneruskannya kepada pejabat melalui saluran kietalam jangka
waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mukaggal ia
menerima permintaan izin dimaksud. Untuk pejabatgymelanggar
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ketentuan pasal 5 ayat (2) berdasarkan pasal Iupan ini maka
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkd&eraturan
Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplinal®egy Negeri
Sipil.

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur megajib memberikan
contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadiaielsebagai warga negara
yang baik dalam masyarakat, abdi negara dan abslyarekat yang juga harus
menjadi teladan dalam tingkah laku, tindakan datadtan kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, untuk dapat nslakan kewajiban yang
demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sigkuk ditunjang oleh
kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga seegpwai Negeri Sipil dalam
melaksanakan tugasnya tidak akan banyak tergariggunmasalah-masalah dalam
keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yangs teoerikan oleh
Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakaka kepada Pegawai
Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yangggn Untuk melakukan
perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipilsharamperoleh izin terlebih
dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Pegawai rN&ggl pria yang akan
beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri $ignita yang akan menjadi
isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang buRagawai Negeri Sipil
diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu darapaj. Demikian juga Pegawai
Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian haresneperoleh izin terlebih
dahulu dari pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri@gmita tidak diizinkan untuk
menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari PegawgeNeSipil.

Ketentuan berupa keharusan memeperoleh izin tartddulu dari pejabat
bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri &mkbut tidak mengurangi
ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga p&mka dan perceraian itu
sendiri. Keharusan adanya izin terlebih dahulu etass mengingat yang

bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai PegawariNgpil.
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Untuk melengkapi kajian ini penulis mengambil kagesceraian yang
terjadi pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Bemah Kota Depok apakah
dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan keterdngrada.

3.1. Kasus Posisi

Kasus tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil dpkerkawinan terdapat
dalam Putusan Pengadilan Agama Depok dengan Nomatusdh
341/Pdt.G/2009/PA.Dpk yang telah diputuskan di Reilgn Agama Depok pada
tanggal 29 Juni 2009 bertepatan dengan tanggajabR430 Hijriah.

Perkara ini terjadi antara “L” binti “K” sebagai pggugat dan “M” bin
“E"sebagai tergugat®”.

L” binti “K” yang berumur 32 tahun, Agama Islam, kegjaan PNS,
bertempat tinggal dijalan Mahakam [V, rukun tetaang@l, rukun warga 12
Nomor 49 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaytaepok.

M” bin “K” yang berumur 35 tahun, Agama Islam, pgken pegawai
swasta, bertempat tinggal di jalan Sampit VI , ruketangga 06, rukun warga 12
Nomor 218 Kelurahan Baktijaya Kecamatan SukmajaytatOepok.

Di dalam duduk perkara disebutkan bahwa “L” bintk”“ telah
mengajukan gugatan cerai terhadap “L” bin “K”, den@lasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah tergugat, yamgikpbannya
dilaksanakan pada Tanggal 10 April 1999, di Sukgsajsota depok,
Kutipan Akta Nikah Nomor 244/244/IV/1999 Tanggal April 1999,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) &eatan
Sukmajaya Kota Depok;

2. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat damgae telah
dikaruniai 1 orang anak bernama AVLIA LISA ANDINperempun
umur 6 tahun;

3. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat deagagat
rukun dan harmonis, tetapi sejak September 200@paasekarang
antara penggugat dan tergugat telah terjadi psisa@i dan
pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:

a. Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengamymran lain

yang penggugat tidak ketahui namanya, namun tetguga
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mengakuinya dengan memperlihatkan foto perempuageliat di
dalam dompet tergugat, pada awalnya tergugat telambuat
surat pernyataan agar tidak melakukan lagi pexgaliman namun
tergugat tetap melanggar surat perjanjiannya;

b. Tergugat tidak jujur dan transparan dalam hal pasidgmnya dan
pekerjaannya, sehingga tergugat merasa kurang nggring
jawab terhadap nafkah terhadap penggugat dan anak;

Bahwa bulan Februari 2009 merupakan puncak peittisDan
pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan dgarginal ini
disebabkan Tergugat tetap menunjukan sikap yaa$ jigur dan transparan
tentang masalah penghasilan dan pekerjaannya, etgngat membawa
pulang barang-barang rumah tangga dari harta baweaggugat seperti
tempat tidur, televisi dan lain-lain, selain tergugidak menghormati dan
menghargai orang tua penggugat;
Bahwa sejak bulan Februari 2009 penggugat dandatdalah pisah rumah
dan masing-masing berdomisili pada alamat terssibtds;
Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah beaupagndamaikan
penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalammmenrumah tangga,
namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diataghrtangga antara
penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibingaseibaik lagi,
sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah tamaha tidak
tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathm sdidah tidak
mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengagugat serta
tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat sebagaitessebut di

atas, penggugat mohon anak tersebut diasuh dalthdnaepenggugat,

mengingat:

a. Penggugat sanggup mengasuh dan memelihara sentidikeanak

tersebut hingga dewasa atau mandiri;

b. Anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun

c. Bahwa sekarang ini penggugat dalam keadaan sedratiji dan

rohani, sesuai dengan ketentuan dan perundang-gadayang
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berlaku, yang berhak untuk memelihara dan mengasak tersebut
adalah penggugat sebagai ibunya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukgtasem secara
hukum anak tersebut diasuh dan dipelihara (had)asieh penggugat.
Untuk itu mohon hak hadlanah ditetapkan kepada gneyey.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas makanmidmayan hormat

kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cg. Majelikiayang mengadili

perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagaube

1.
2.

4.

Mengabulkan gugatan penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat “M Kinterhadap
penggugat “L binti K”;

Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bermeloidA
LISA ANDINI, perempuan umur 6 tahun berada dibawahguasaan
dan pemeliharaan (hadlanah) penggugat;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah gitara untuk itu,

penggugat telah datang menghadap, dan tergugatgda@nya dua kali yaitu
tanggal 23 Maret 2009, tanggal 25 Mei 2009 danngjdzerikutnya tergugat tidak

pernah datang lagi dan tidak mewakilkan sebagaisd&ugm untuk datang

menghadap persidangan. Padahal berdasarkan relaggilan Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.Dp&knggal 23 Juni
2009, tergugat telah dipanggil dengan resmi dantgktn ketidak hadirannya itu

tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikanh@ashasihat yang

berguna bagi penggugat agar bersabar dan mengasaimegaempuh jalan damai

dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Keemugemeriksaan pokok perkara

dimulai dengan membacakan gugatan penggugat yang igetap dipertahankan

oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatanpgaggugat telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
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1.

Kutipan Akta Nikah Nomor 244/244/IV/1999 Tanggal Afril 1999,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) &eatan
Sukmajaya Kota Depok (P.1);

Surat Keputusan/lzin untuk melakukan perceraiani tfdalikota
Depok Nomor : 848/SK.04/Peg./2009 tertanggal 12 2009, (P.2);
Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6993/2002rtanggal
22 Nopember 2002, an. Aulia Lisa Andini (P.3);

Bukti Saksi
Ny. Hasanah binti Amin, Umur 53 Tahun, Agama Isldmekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan MahakanRIV01 Rw 12 No. 49

Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depekerangkan di bawah

sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;

Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat;

Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat adadehi ssteri yang
telah menikah secara sah dan telah dikaruniaiotigag anak;

Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dangtgrgukun
layaknya suami isteri dan saksi sering melihat glisihan dan
pertengkaran yang terus menerus karena tergugselingkuh dengan
wanita lain yang bernama ayu yang terjadi padarbylgi 2007
sehingga penggugat dan tergugat ribut;

Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisalpatetmggal
karena tergugat tidak bertanggung jawab dalam biayd tangga;
Bahwa saksi lihat tergugat juga tidak ada membefkah lahir dan
bathin hingga sekarang;

Bahwa menurut saksi rumah tangga antara penggayattetgugat
tidak mungkin diperbaiki lagi, sebab saksi sendalah berusaha

mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Syamsul Falak bin Amin, Umur 21 Tahun, Agama IslaPekerjaan

Karyawan Swasta bertempat tinggal di jalan MahakdrRT 01 Rw 12 No. 49

Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depekerangkan di bawah

sumpah sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat;

- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tanggayygaigdan
tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana fggaguami isteri
dan mempunyai adalah tiga orang anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dangsdrguoulai
goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkgaag terus menerus
karena tergugat tidak bertanggung jawab tidak memmzdkah dan
juga tergugat telah berselingkuh dengan wanita yang bernama
ayu yang terjadi pada bulan juli 2007;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara penggayattedgugat
sudah sulit diperbaiki lagi, sekalipun telah bepar&ali didamaikan
akan tetapi tidak berhasil, serta penggugat baeskantuk berpisah
sekalipun telah beberapa kali didamaikan akan itétdgk berhasil,
serta penggugat tidak ingin berbaik kembali selvabima dengan
perlakuan tergugat karena suka main perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat telah mekagaj
kesimpulannya yang menyatakan tetap dengan dagjatganya serta mohon
putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusannmaka semua
peristiwva hukum yang tercantum dalam berita acaieng perkara ini merupakan

bagian dari putusan.

3.2.  Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Depk

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggefagaimana
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mbeaaspenggugat
agar bersabar dan melanjutkan rumah tangganyanb@&rgargugat, akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggglara patut dan
resmi tidak datang menghadap dan tidak pula mehyarang lain untuk datang

menghadap sebagai wakil/kuasanya dalam persidaggartidak ternyata pula
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tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasag s@h, sedangkan gugatan
penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya ¢etgyang telah dipanggil
dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datangghaetap, harus dinyatakan
tidak hadir dan gugatan penggugat akan diputusadiHadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kutipkta Nikah
nomor 244/244/1V/1999 Tanggal 10 April 1999, yangetuarkan oleh Kantor
Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukmajaya Kota Depok)

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeii telah
memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor hOnTa983 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan penggugat tetaidapatkan Surat Izin
dari Walikota Depok Nomor : 848/SK.04/Peg./200%aeggal 12 Juni 2009 maka
permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan penggugntuk
melakukan perceraian adalah didasarkan atas adagngzlisihan paham dan
pertengkaran yang terus menerus disebabkan tergelgat menuduh selingkuh
dengan laki-laki lain dan tergugat tidak memberikaikah wajib lahir bathin
kepada penggugat sampai sekarang tanpa nafkalb&thin;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dipengjda tanpa alasan
yang sah dianggap tidak membantah dan atau dianggmgakui sepenuhnya
seluruh dalil gugatan penggugat, sehingga padasiprniya penggugat tidak
dibebani wajib bukti (Vide pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut aebikatan
perkawinan yang memiliki nilai luhur dan sakral, kaaoleh karenanya Majelis
Hakim tetap membebankan bukti saksi kepada penggugak pembuktian dalil-
dalil gugatannya (Vide pasal 76 UU No. 7 tahun 2989

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatarpgraggugat telah
menghadirkan dua orang saksi yaitu : Ny. Hasanaih Amin dan Syamsul Falak
bin Amin yang dihadapan majelis hakim memperkudt gagatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisdipagan jika
dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat, dapahpulkan bahwa rumah
tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harnfegiisejak bulan juli 2008,
dan puncak perselisihan terjadi pada bulan nope@@8, disebabkan tergugat
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berselingkuh dengan wanita lain, dan akhirnya tgagtidak bertanggung jawab
dalam nafkah/belanja rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksikterbahwa jika
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkaugat telah selingkuh dengan
wanita yang kedua kalinya dan apabila terjadi petaran tergugat suka tidak
pulang dan tidak memberi nafkah lahir dan bathimrgga tergugat telah pergi
meninggalkan penggugat hingga sekarang tanpa nkfkatbathin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat memberiktardngan bahwa
usaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat tekukan, akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap tergugat meninggalkan pegejgianpa alasan
yang jelas serta tanpa nafkah lahir bathin, sergutat tidak lagi peduli terhadap
penggugat dan anaknya, adalah juga merupakan sigpkaahnya rumah tangga
antara penggugat dan tergugat dan perselisihantadiankeduanya telah
sedemikian rupa sifatnya dan majelis juga tidakimaél adanya itikad baik
tergugat untuk memperbaiki dan membina rumah tamggdengan penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkutnigidaerkawinan,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Urdiadgng No. 7 tahun 1989,
segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebarkepada penggugat;

3.3.  Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor
341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk.

Suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan harwekbierdengan adanya
suatu putusan hakim atau Pengadilan, putusan hakatah suatu pernyataan
yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang divewenang untuk itu,
diucapkan di persidangan dan untuk bertujuan untakngakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara antara pihak. Dan rgihiPengadilan Agama
Depok mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat M bintekhadap

Penggugat L binti K;

62
UNIVERSITAS INDONESIA

Penerapan peraturan..., Rina R.Novianti, FHUI, 2012



3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang berAalizalisa
Andini, anak perempuan umur 6 tahun berada dibapatguasaan
dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkguankh Rp.
241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

3.4. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 199Q@entang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Taho 1983
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Nege Sipil
terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor
341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk.

Dalam kasus ini penulis ingin melakukan analisisgydapat memberikan
penjelasan yang lebih dalam lagi tentang Peraneati?an Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Re#atefNomor 10 Tahun
1983 tentang lIzin Perkawinan dan Perceraian Peddegeri Sipil, apakah sudah
efektif dalam penerapannya atau belum dalam pepenaeraian ini.

Di dalam perkara ini hakim dalam memutuskan perksudah tepat
kiranya karena hakim dalam memutuskan perkara peate ini sudah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan RaedeNomor 45 Tahun 1990
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nob@iahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri $gig menyatakan bahwa
Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraiajio memperoleh izin
tertulis lebih dahulu dari pejabat, permintaan iarsebut diajukan secara tertulis
dan dalam surat permintaan izin tersebut harus amtnmkan alasan yang
mendasari permintaan izin perceraian tersebut. igpabosedur ini tidak dilalui
oleh pegawai tersebut yang akan melakukan percermaka diberikan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pegawabtdrgaitu yang telah diatur di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 201@rignDisiplin Pegawai
Negeri Sipil dan mengenai sanksi atas perbuataelat berupa pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, sanksnerupakan salah satu

hukuman disiplin tingkat berat.

63
UNIVERSITAS INDONESIA

Penerapan peraturan..., Rina R.Novianti, FHUI, 2012



Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mengatih memberi
putusan atas semua bagian apa yang digugat/ditoteat penggugat, yang
menjadi pertimbangan hakim adalah bukti-bukti testyang diajukan penggugat,
keterangan saksi dari orang yang masih ada hubdmaarga dengan penggugat
serta keterangan dari penggugat dan tergugat sdvativva suami istri antara
penggugat dengan tergugat pada awalnya rumah taymgakup harmonis dan
bahagia namun sejak September tahun 2006 sampainsamntara penggugat
dengan tergugat telah terjadi perselisinan darepgkiaran terus menerus, dalam
perkawinannya penggugat dan tergugat dikarunigk gagu Avlia Lisa Andini,
berumur 6 tahun dan akhirnya kebahagiaannya daarikemisannya itu luntur
dikarenakan alasan-alasan gugatan perceraian yegkah oleh penggugat.
Dengan pertimbangan tersebut, maka hakim mengaalli memutuskan bahwa
menyatakan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat M bintekhadap
Penggugat L binti K;

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang berAaire Lisa
Andini, anak perempuan umur 6 tahun berada dibgvealguasaan dan
pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkguenkdh Rp.
241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 341G21009/P.A.Dpk.
berisi mengenai :

a. Suatu keterangan dari isi gugatan

b. Bukti Saksi

c. Tentang Hukum

d. Keputusan Hakim tentang pokok perkara dan tentaggas perkara.

e. Keterangan apakah pihak-pihak yang berpekara hpdola saat
keputusan dijatuhkan Kalau putusan itu didasarkaatus Undang-
Undang harus di sebutkan.

f. Tanda tangan hakim dan panitera.
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Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor
341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk. telah memenuhi syarat-sygamg ditentukan dalam
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinamgenai perkara serta
akibatnya jo Pasal dalam Peraturan Pemerintah N@h@n 1975. Mengenai tata
cara perceraian yaitu : Pasal 38 huruf b UndangadgdPerkawinan No.1 Tahun
1974 tentang Perkawinan bahwa Perceraian hanyat dilpiukan di depan
sidang pengadilan serta pengadilan yang bersangketasaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Peceraian antarggpgat dan tergugat
dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama DepokalP29 ayat 2 Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahws&umelakukan perceraian
harus ada cukup alasan, bahwa antara suami sttidak akan hidup rukun
sebagai suami istri. Hakim menjadikan penjelasasalP89 ayat 2 Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PesattPemerintah No.9 Tahun
1975 sebagai salah satu alasan perceraian yantara suami istri terus menerus
terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidakhadapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga”. Pasal 30 Peraturan Pemeriba® Tahun 1975 bahwa:
“pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suemistri datang sendiri atau
di wakili kepada kuasanya”. Pada kasus ini penggdgeng bersama kuasanya
sedangkan tergugat datang hanya dua kali yaitgtr&3 Maret 2009, tanggal 25
Mei 2009 dan sidang berikutnya tergugat tidak perdatang lagi dan tidak
mewakilkan sebagai kuasanya untuk datang menghpdepdangan. Padahal
berdasarkan relaas panggilan Jurusita PenggargeBgsn Agama Depok Nomor
341/Pdt.G/2009/PA.Dpk. tanggal 23 Juni 2009, teaguglah dipanggil dengan
resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tanpsaa yang sah menurut hukum.
Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah N0.9 Tahuf, I#hwa: “Hakim yang
memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaekiara lbelah pihak’'Pasal
31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwalart®e perkara belum
diputuskan, usaha untuk mendamaikan dapat dilakupada saat sidang
pemeriksaaan” Pasal 33 Peraturan Pemerintah NounTEQ75, bahwa: “Apabila
tidak dapat di capai perdamaian, pemeriksaan guga¢aceraian dilakukan di
sidang tertutup”. Perdamaian antara Penggugat degudgjat tidak dapat di capai
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karena penggugat tetap pada pendiriannya. Sertanhdilam perkara ini
mengingat bahwa penggugat adalah berstatus sepeagawi negeri sipil maka
penggugat dalam perkara ini tunduk pada ketentwang Yoerlaku serta hakim
memutuskan perkara ini berdasarkan Peraturan Paateiomor 45 Tahun 1990
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nob@iTahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri.Bpihwa berdasarkan Pasal
34 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975ydal'Putusan mengenai
gugatan perceraian diucapakan dalam sidang terbBkélisan diucapkan dimuka
umum pada hari senin, tanggal 29 Juni 2009 bedapd¢ngan tanggal 6 Rajab
1430 Hijriah oleh Drs. Andi Akram, S.H selaku Hakketua, dan Dra. Sulkha
Harwiyanti, SH., dan Drs. H.A. Baidhowi, M.H, magimasing selaku Hakin
Anggota dengan dihadiri oleh Mumu, S.H., M.H. SalaRanitera Pengganti
Pengadilan Agama Depok serta dihadiri oleh Pendglilymar hadirnya Tergugat.
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4.1.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada babisebgh dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

Prosedur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sesudengan Ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang FPebahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang im Perkawinan

dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil adalah :

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan percenaigib memperoleh
izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai quegeg atau bagi
Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagaiugmty untuk
memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimaraksuid dalam ayat
(1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

(3) Suami isteri yang akan melakukan perceraian danakeg berkedudukan
sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu linglkamn
departemen/instansi maupun pada Departemen/Instganrsj berbeda
masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajiemmperoleh izin
tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dgalz.

(4) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan yadagugatan
perceraian untuk mendapatkan surat keterangan Haraistumkan alasan

yang lengkap yang mendasarinya;

yaitu salah satu atau lebih alasan tersebut di bhawa
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1. Salah satu pihak berbuat zina yang dapat dibuktlesgan :

- Keputusan Pengadilan;

- Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya dua osakgi
yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. tSura
pernyataan itu diketahui oleh pejabat yang berwsgitendah-
rendahnya camat, dan dibuat menurut contoh yangh tel
ditentukan BKN dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/1983
tanggal 26 april 1983 (Lampiran IIA) atau;

- Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak nsuatau
isteri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal teka@amdgangan
ini, pihak yang mengetahui membuat Ilaporan yang
menguraikan hal ikhwal perzinahan itu, dibuat sesoatoh
yang telah ditetapkan BKN

2. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atawgienj
yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan:

- Surat pernyataan dua orang saksi yang telah deyasg
mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejalang
berwenang serendah-rendahnya camat, yang dibuaiises
dengan contoh yang telah ditetapkan BKN dalam Stoatan
Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 april 1983;

- Surat keterangan dari dokter atau polisi yang nagian
bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkieiah
menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar
disembuhkan atau diperbaiki;

3. Salah satu pihak, meninggalkan pihak lain selam@uz)
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan targdasan
yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan/fi4anrgya,
yang dibuktikan dengan surat dari kepala Kelurakepéla
Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajibndate
rendahnya Camat.

4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Liatajn
atau hukuman yang lebih berat secara terus-mesetetah
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perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan puatus
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukurp.teta

5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengeamay
berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktdemgan
visum et repertum dari dokter pemerintah.

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi fisiisan dan
pertengk aran dan tidak ada harapan untuk hidupnridgi
dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat
pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yaahkian
oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat

(5) Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ahgtiatas, harus
dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentuledam angka Il
angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi §@paian Negara
Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

(6) Tata cara penyampaian surat pemberitahuan adargatay)n perceraian
dari suamif/isteri tersebut dilaksanakan sebagainhah@a penyampaian
surat permintaan izin perceraian.

(7) Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pémhban adanya
gugatan perceraian harus melaksanakan tugas daenaegnya seperti
dalam hal menerima permintaan izin perceraianuyasjib merukunkan
kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapamamggil atau
meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersaagkut

(8) Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajldanagar
dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nof@drahun 1983 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilingaongnasing-
masing.

(9) Pejabat harus memberikan surat keterangan untuékolen perceraian
kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampailsarat
pemberitahuan adanya gugatan, menurut contoh aiehaga tersebut
dalam Lampiran 1.

(10)Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejaidaktjuga menetapkan

keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau k tichaenolak
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permintaan izin untuk melakukan perceraian ataaktihemberikan surat
keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pedigari Sipil yang

bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabatbigrskanggap telah
menolak permintaan izin perceraian yang disampaikbeh Pegawali
Negeri Sipil bawahannya.

(11)Apabila hal tersebut dalam angka 11 di atas teanysgmata-mata
merupakan kelalaian dari pejabat, maka Pejabat yaeigangkutan
dikenakan hukuman disiplin.

(12)Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berldas perceraian itu
terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil priskanaajib menyerahkan
bagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dak-anaknya.

(13)Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkagidra gajinya untuk
penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, wajib boampernyataan
tertulis, menurut contoh sebagaimana tersebut daéampiran 111

(14)Hak atas bagian gaji untukyang bekas istri sebag@andimaksud dalam
angka 13 tidak diberikan, apabila perceraian ted@adena istri terbukti
telah berzinah dan atau istri terbukti telah mekalk kekejaman atau
penganiayaan berat lahir maupun batin terhadap isdam atau istri
terbukti menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yakgr disembuhkan
dan atau istri terbukti telah meninggalkan suar@ma dua tahun berturut
turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sahkatrena hal lain diluar
kemampuannya.

(15)Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri gydrersangkutan,
haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetaprikbn apabila ternyata
alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimdan atau dimadu
karena suami terbukti telah berzinah, dan atau suenbukti telah
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baitkrnfeaupun bathin
terhadap istri, dan atau suami terbukti telah nggatkan isteri selama
dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan taafEsan yang sah karena

hal lain diluar kemampuannya.
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(16)Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan ydaagnda oleh suami
dan tidak terbatas pada penghasilan suami padauwgjadinya
perceraian.

(17)Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsagign gaji yang
menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagdatakerjadinya
perceraian tanpa lebih dahulu menunggu pengambggindari Pegawai
Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.

(18)Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menf@knya secara
langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan &uesda, atau dapat

meminta untuk dikirimkan kepadanya.

Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan olblakpistri dan
setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleljagjtidak berhasil, maka
proses pemberian izin agar diselesaikan secepamsmatuhi dan sesuai

dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan

[I. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 45 Tahuri990 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahunl983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipiterhadap Putusan
Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.Dpk.

Di dalam perkara perceraian Pegawai Negeri SipilapBengadilan
Agama Depok Putusan Nomor 341/Pdt.G/2009/P.A.Dpakirh dalam
memutuskan perkara sudah tepat kiranya karena hd&lem memutuskan
perkara perceraian ini sudah sesuai dengan keteryaag berlaku yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangb®ean Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentandgPerkawinan dan
Perceraian Pegawai Negeri Sigdng menyatakan bahwa Pegawai Negeri
Sipil yang akan melakukan perceraian wajib mempératin tertulis lebih
dahulu dari pejabat, permintaan izin tersebut #&usecara tertulis dan
dalam surat permintaan izin tersebut harus mengd@n alasan yang
mendasari permintaan izin perceraian tersebut. Wgpalvosedur ini tidak
dilalui oleh pegawai tersebut yang akan melakukamnceraian, maka
diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlakuatieqh pegawai tersebut
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yaitu yang telah diatur di dalam Peraturan Pemegniftomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan mengesanksi atas perbuatan
tersebut berupa pemberhentian dengan hormat tidakpermintaan sendiri,

sanksi ini merupakan salah satu hukuman disiptigktt berat.

4.2. Saran

Saran Penulis dalam rangka terciptanya disiplinaR@g sebagai
aparatur negara yang sudah seharusnya menjadi hcoraoladan di
masyarakat maka dalam rangka menciptakan tertibingstrasi bahwa
Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perkawti@amPerceraian sudah
seharusnya mengetahui terlebih dahulu mengenantkete-ketentuan yang
berlaku khususnya mengenai peraturan tentang izrkaginan dan

perceraian dan mengenai peraturan kepegawaiarnupadanya.

Salah satu langkah terciptanya efektifitas dalamepsgpan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahas Ateraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Parl@wdan Perceraian
Pegawai Negeri Siplbbahwa selain keharusan adanya kesadaran dari PFegawa
Negeri Sipil tersebut akan ketentuan yang berlaiga jdalam hal ini hakim
dalam memutus perkara perceraian Pegawai Negeti sbigpah seharusnya
mengetahui mengenai ketentuan-ketentuannya tersaioeha hakim selain
berstatus sebagai pegawai negeri juga sebagai méilgkeputusan yang
sudah seharusnya mempertimbangkan apakah dalanarpegerceraian
tersebut bahwa izin untuk melakukan perceraianmigabat yang berwenang

dapat dijadikan dasar untuk memutus suatu perlercepian.

Dengan adanya dasar pertimbangan dari hakim dalamutus perkara
perceraian tersebut maka hal ini merupakan salahbsmtuk kesamaan visi
dalam rangka menciptakan ketertiban beradministidsisunya bagi
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah KbB&pok sebagai salah
satu perwujudan disiplin Pegawai Negeri Sipil sedalam upaya
menciptakan keefektifan dalam hal penerapan peratpemerintah tentang

izin perkawinan dan perceraian.
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WALIKOTA DEPOK

KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 848/SK.04/Peg/2009
LAMPIRAN :-

Tentang

IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
a.n. LISNAMANAWATI, A.Md NIP. 480 174 450, PENGATUR Ilc
PELAKSANA PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA DEPOK

WALIKOTA DEPOK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kota Depok perihal : Pengantar permohonan Perceraian a.n.
Lisnamanawati, A.Md, Nip. 480 174 450, Kepada Walikota Depok
tanggal 25 Maret 2009;

b.  bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan
melakukan perceraian wajib memperoleh Izin atau Surat
Keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

C. bahwa berdasarkan alasan, bukti dan keterangan yang diajukan
dan setelah diteliti dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,
tidak ada unsur tertentu sebagai pertimbangan untuk dapat
menolak menerbitkan Izin Perceraian yang bersangkutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b dan ¢ peru menetapkan Izin Perceraian Pegawai Negeri
Sipil a.n. Lisnamanawati, A.Md, Nip. 480 174 450, Pengatur lIIc,
pelaksana pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan : ‘
- (Lembaran Negara RI tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 1319);

2. Undang-undang, ......;.
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10.

11.

12.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
RI Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3890);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 3
Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara RI Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara RI Tahun
1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3424);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54);

Peraturan Pemerintah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerals
Kota Depok Tahun 2001 Nomor 60), sebagaimana telah diubal
oleh Peraturan Pemerintah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor
33 seri E);

13. Peraturan Daerah, .......
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Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2008 Nomor 08).

1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian Bagi Pegawai negeri Sipil;

3. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk
Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

4. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat 862
Oktober 2001 tentang Wewenang Penjatuhan,

/21/Kepeg tanggal 23
Pengajuan

Keberatan kepada Bapek, Izin Perkawinan dan Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan PNS;

5. Berita Acara Tidak Menghadiri Panggilan a.n. Muhammad Effendi,
A.Md suami dari Lisnamanawati, A.Md, NIP. 480 174 450, Selasa
07 (Tujuh) April 2009 dan Selasa 16 (Enam belas) April 2009.

6. Berita Acara Permintaan Keterangan Sdri. Lisnamanawati, A.Md,
Nip. 480 174 450, Pengatur IIc, Hari Rabu Tanggal 01 April 2009;

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin kepada :

Nama
NIP

Pangkat/Gol.Ruang

4. Jabatan

Unit Kerja

Agama

Penerapan peraturan

LISNAMANAWATI, A.Md
480 174 450
Pengatur Iic

Pelaksana

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok

Islam
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7. Alamat : JI. Mahakam IV No. 49 Rt. 001 Rw. 012
Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

Untuk melakukan perceraian dengan Suaminya :

1. Nama : Muhammad Effendi

2. Pekerjaan :  Swasta

3. Agama : Islam

4. Alamat ¢ JI. Mahakam IV No. 49 Rt. 001 Rw. 012

Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

KEBUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 4.2 Juni 2009

Tem n:

1. Yth. Kepala BKN Wilayah III Bandung;

2. Yth. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok

3. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Depok;

4. Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Depok.
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PUTUSAN
Nomor : 341/Pdt.G/2009/PA. Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara':,.
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagal berikut dalam
perkara antara : . ' . - '

LISNAMANAWATI Binti H. KARSA KUSNADI, umur 32 tahun, agama Islam,
pendidikan D.3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
Jalan Mahakam IV RT.01 RW. 12 No. 49 Kelurahan
Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, selanjutnya
disebut Penggugat; . o

LAWAN

IMUHAMMAD EFFENDI binti SILAH KARSONO, umur 35 tahun, agama
Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pegawal swasta,
_bertempat tinggal di Jalan Sampit.VI'RT.06 RW. 12 No.
218 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota -
Depok, selanjutnya disebut Tergugat; .

Pengadilan Agama tersebut;
~ Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret o
2009, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Depok di bawah"re‘gisterﬁ ;
perkara Nomor:  345/Pdt.G/2009/PA.Dpk. tanggal 05 Maret 2009 pada pokoknya
bermaksud sebagai berikut :
Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada
tanggal 10 April 1999, di Sukmajaya Kota depok, Kutipan Akta Nikah nomor
244/244/1V/1999 ‘tanggal 10 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama (KUA) kecamatan Sukmajaya Kota depok;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
~ orang anak bernama AVLIA LISA ANDINI, perempuan umur 6 tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,

tetapi sejak September 2006 sampai sckarang antara Penggugat dan Tergugat telah’
terjadi perselisihun dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:

Penerapan peraturan..., Rina R.Novianti, FHUI, 2012



a. 'I:ergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang Penggugat
tidak ketahui namanya, namun Tergugat mengakuinya dengan memperlihatkan foto
perempuan tersebut di dalam dompet Tergugat, pada awalnya Tergugat telah.
membuat surat penyataan agar tidak melakukan lagi perselingkuhan namun Tergugat
tetap melanggar surat perjanjiannya;

b. Tergugat tidak jujur dan transparan dalam hal penghasilanya dan -
pekerjaannya,sehingga Tergugat merasa kwrang bertanggung jawab terhadap nafkah
terhadap Penggugat dan anak; . i : '

4. Bahwa Februari 2009 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan Tergugat tetap menunjukan sikap
yang tidak jujur dan transparan tetang masalah penghasilan dan' pekerjaanya, dan
Tergugat membawa pulang barang-barang rumah tangga dari harta bawaan
Penggugat seperti ternpat tidur, televisidan lain-lain, selain Tergugat tidak
menghormati dan menghargai orang tua Penggugat;

5. Bahwa sejak Bulan Februari 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan
masing-masing. berdomisili pada alamat terscbut diatas;

“6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya
tersebut tidak membuahkan hasil;

. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang -
sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir
bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan -
Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Bahwa anak-anak Perggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat

mohon anak tersebut diasuh dan dipelihara Penggugat, mengingat:
a. Penggugat sanggup mengasuh dan memelihara serta mendidik anak tersebut

hingga dewasa atau mandiri

b. Anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun

c.Bahwa sckarang ini Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sesuai
‘dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, yang berhak untuk
memelihara dan mengasuh anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibunya;

9, Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan secara hukum anak
tersebut diasuh dan dipelihara (hadlanah) oleh Penggugat. Untuk itu mohon
hak hadlanah ditetapkan kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranys
Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: . '
1. Mengébulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MUHAMMAD EFFENDI binti
SILAH KARSONO) terhadap Penggugat (LISNAMANAWATI Birti H. KARSA
KUSNADI); A ,

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AULIA LISA
ANDINI, perempuan umur 6 tahun;

berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggligat;
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4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu,
Penggugat telah datang menghadap, dan Tergugat datang hanya dua kali yaitu
tanggal 23 Maret 200, tanggal 25 Mel 2009 dan sidang berikutnya Tergugat tidak
pernah datang lagl dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk
datang menghadap persidangan. ‘Padahal .berdasarkan relaas panggilan Jurusita -
Pengganti Pengadilan Agama Depok Nomor: 341/Pdt.G/2009/PA.Dpk. tanggal 23 Juni-
2009, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu
tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat yang
berguna bagl Penggugat agar bersabar dan mengusahakan menempuh jalan damal "’
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan -pokok perkara
dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat; 4

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah "
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Kutipan Akta Nikah nomor 244/244/IV/1999 tanggal 10 April 1999, yang.
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukmajaya Kota
depok (P.1.)

2. Surat Keputusan/Izin untuk melakukan. gggce:al n dari Wali Kota Depok
Nomor : 848/SK.04/Peg./2009 tertanggal (12 Juni 2009, (P.2) - :

3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6993/2002, tertanggal 22:
Nopember 2002 , An. Aulia Lisa Andini ( P.3)

II. Bukti Saksi
lNy. Hasanah binti Amin, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, ;
lbertempat tinggal di Jalan Mahakam IV RT.01 RW. 12 No. 49 Kelurahan Baktuaya
Kecamatan Sukmajaya Kota Depo.< menerangkan di'bawah sumpah sebagal berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah
menikah secara sah tetapi dan telah dikaruniai tiga 6rang anak;
. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan saksi sering melihat perselisihan dan
~ pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat berselingkuh dengan Wanita
lain yang bernama Ayu terjadi perselingkuhan pada bulan Juli 2007 sehingga
Penggugat dengan Tergugat rebut
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena

Tergugat tidak tanggung jawab dalam biaya rumah tangga;
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- Bahwa saksi lihat Tergugat juga tidak ada memberi nafkah lahir dan batin hingga '
sekarang;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak
mungkin diperbaiki lagi, sebab saksi sendiri telah beberapa kali berusaha
mendamaikan akan tetapi tidak berhasil; .

Syamsul Falak bin Amin, umur 21 tahun, Agarﬁa Islam, pekerjaan Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Jalan Mahakam IV RT,01 RW. 12 No., 49 Kelurahan Baktijaya
Kecamatan Sukmajaya Kota Dépok , menerangkan di bawah ‘sumpah sebagal berikut:

- Bahwa saksl kenal dengan Penggugat dan Tergugat; | - '

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tang'ga Penggugat dan Tergugat.
hidup rukun den harmonis sebagimana layaknya suami isteri dan mempunya,i :
anak tiga orang . .

- ‘Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah lsering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat tidak |
tanggung jawab tidak memberi nafkah dan juga Tergugat tei;ah berselingkuh
dengan perempuan lain yang bernama Ayu kejadiannya bulan Jult 2007 _

- Bahwa menurut saksi rumch tangga antara Penggugat dan Tergdgat sudah sulit:
diperbaiki lagi, sekalipun’telah beberapa kali di damaikan, akan tetapi tidak - -
berhasil, serta Penggugat: bersi keras untuk berpisah sekalipun telah beberapa
kali didamaikan, akan tetapi tidak berh_asil, serta Penggugat tidak ingin. berbaik
kembali sebab trauma dengan perlakukan Tergugat karena suka main
perempuan; :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya
vang menyatakan tetap dengan dalil gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua
peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan °

Lagian dari putusan;

TENTANG HUKUM

i

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar
bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi
tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai- wakil/kuasanya dalam persidangan dan tidak ternyata pula tidak datangnya

tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak
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melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

IPenggugat akan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, baliwa berdasarkan bukti P.1. berupa Kutipan Akta Nikah
nomor 244/244/1V/1999 tanggal 10 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama (KUA) kecamatan Sukmajaya Kota depok; (P.1.)

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pegawai Negeri Sipil telah memenuhl
ketentuan PP,10/1983 Jo. PP.45/1990 dan Penggugat telah mendapatkan Surat izin'

dari Wali Kota Depo Nomor : 848/SK.04/Peg./2009 tertanggal 12 Juni 2009 maka
permohonan tersebut dapat dipertimbangkan; '
Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan

perceraian adalah didasarkan atas adanya perselisihan paham dan pertengkaran yang .

terus menerus disebabkan Tergugat telah menuduh selingkuh dengan laki-laki lain dan
Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lahir bhatin kepada Penégugat sambai
sekarang tanpa nafkah lahir bathin; ' o

Menlrhbung, bahwa ketidak hadiran Tergugat dipersidangan tanpa alasan yany
sah dianggap tidak membantah dan atau dianggap mengakul sepénuhnya seluruh dalil

gugatan Penggugat, sehingga pada prinsipnya Penggugat tidak dibebani wajib bukti

(vide pasal 125 HIR);

Memmbang, bahwa karena perkara lnl menyangkut sebuah ikatan perkawinan

yang memiliki nilai luhur dan sakral, maka oleh karenanya Majelis Hakim tetap

membebankan bukti saksi kepada Penggugat untuk pembukﬂan dalil-dalil gugatannyd

(vide pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989);

Menimang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat' telah - ‘f
menghadirkan dua orang saksi, yaitu : Ny. Hasanah binti Amin dan Syamsul Falak

bin Amin yang dihadapan majelis hakim memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ny. Hasanah binti Amin

dan Syamsul Falak bin Amin dipersidangan jika dihubungkan dengan dalil gugatan

Penggugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2008 , dan puncak perselisihan terjadi pada-

bulan Nopember 2008, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan
akhirnya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah/belanja rumah tangga;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi Ny. Hasanah binti Amin
dan Syamsul Falak bin Amin terbukti bahwa jika terjadi perselisihan dan‘

pertengkaran disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan seorang wanita yang kedua

kalinya dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka tidak pulang dan tidak memberi.
nafkah lahir dan bitin sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga

sekarang tanpa nafkah lahir bathin;
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Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat meimberikan keterangan bahwa.
usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat telah dilakukan, akan tetapi tidak
berhasil; '

Menimbang, bahwa sikap Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan .
yang jelas serta tanpa nafkah lahir bathin, serta Tergugat tidak lagi peduli terhadap
penggugat dan {maknya, adalah juga merupak'an indikasi pecahnya rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikiar:
rupa sifatnya, dan Majelis juga tidak melihat adanya itikad baik- Tergugat untuk
memperbaiki dan membina rumah tangganya dengan Penggugat; '

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan-kenyataan tersebut di atas,
Majelis Hakim tidak melihat adanya peluang bahwa rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat dapat diperbaiki kembali, apalagi Penggugat sendiri telah menyatakan -
kehendaknya untuk bercerai, karena tidak mungkin untuk melanjutkan rumah
tangganya dengan Tergugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi percekcokan,
pemukulah oleh Tergugat yangA akhirnya sejak bulan Pebruari 2009 berpisah ranjang
dan pisah rumah. _

Meninbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat -
dalil gugatan Penggugat yang rumah tangganya tidak harmonis lagi telah terbukti -
sebagaimana fakta yang disebutkan di atas. Oleh karena gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagai yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat ()
huruf F Undang-tndang Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum'
Islam.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut,
dengan fakta Tergugat melalaikan kewajibannya dan Tergugat juga sudah tidak .
member nafkah cejak bulan September 2008 dan berpisah ranjang dan pisah rumah,
Majelis Hakim berpendapat dalil gigatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai -
sebagaimana yang diatur dalam huruf F Penjelasan pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun |
1975, dan pasal 116 huruf F Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum -
Islam, yaitu terjadi pertengkaran dan percekcokan yang terus menerus. Oleh karena itu
gugatan Penggugat patut dikabulkan. |

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikaitkan dengan alasan cerai karena
taklik talak sebenarnya telah memenuhi syarat alklik talak, tetapi karena alasab tersebut
merupakan pemicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, maka Majelis
Hakim menetapkan perceraiaan Menggugat dan tergugat dengan jatuh talak satu bain
sughro Tergugat kepada Penggugat. '

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, segala biaya yang

* timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan -

hukum syara’ yang bersangkutan; : o i

MENGADILI

1

1. Menéabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MUHAMMAD EFFENDI'_.'
. binti SILAH KARSONO) terhadap Penggugat (LISNAMANAWATI Binti
H. KARSA KUSNADI);

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AVLIA LISA L
ANDINI, perempuan umur 6 tahun berada dibawah penguasaan dan;_

pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;

4. Mengahukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu ruplah);

Demikianlah puytusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Debok pada hari : Senin 29 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab
1430 H. dengan Drs. Andi Akram. SH., M.H. sebagal Hakim Ketua, Dra. Sulkha
Harwiyanti,.S.H. dan Drs. H.A. Baidhowi,.M.H. masing-masing sebagai Hakim -
Anggota. 'Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta -
dibantu oleh Mumu, SH,.M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat; y | ' '

Hakim-Hakim Anggota, ‘ Hakim Ketua,
ttd : ttd

Dra. Sulkha Harwiyanti,.S.H. Drs. Andi Akram. SH., M.H.
ttd .

Drs. H.A. Baidhowi, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd
M u m u, SH.,M.H.
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Perincian Biaya Perkara :
Pendaftaran ( PNBP) Rp.  30.000,-

Panggilan Rp  200.000,-
Redaksi (PNBP)  Rp.  5.000,-
Materai Rp____ 6.000,-
Jumiah Rp  241.000,-
Catatan ; i

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap pada tanggal

Untu_k_Salinan yang sama bunyinya oleh,

PANITERA PENGADILAN AGAMA DEPOK

i
1
¢

S g\
= DRS. ASOP RIDWAN.,M.H.
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7. Alamat :JI. Mahakam IV No. 49 Rt. 001 Rw. 012
Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

Untuk melakukan perceraian dengan Suaminya :

1. Nama . Muhammad Effendi

2. Pekerjaan :  Swasta

3. Agama ¢ Islam

4. Alamat :JIl. Mahakam IV No. 49 Rt. 001 Rw. 612

Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

YEDBUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 4 2 Juni 2009

Tembusan :

1. Yth. Kepala BKN Wilayah III Bandung;

2. Yth. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok;

3. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Depok;

4. Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Depok.

Penerapan peraturan..., Rina R.Novianti, FHUI, 2012



	Halaman awal
	Abstrak
	Daftar isi
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Bab IV
	Daftar Pustaka
	Lampiran

